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ABSTRAK

Nurhasanah, Eka. 2020. SKRIPSI. Judul : “Pembiayaan ljarah pada Modal Petani
dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi”

Pembimbing : H. Aunur Rofig, Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci  : Pembiayaan ljarah, Pengembalian Pascapanen, BMT Maslahah KC
Ngawi

Petani mengalami kesulitan dalam memenuhi modal tanam dan pertanian ialah
sektor yang tergantung dengan musim, keterlambatan tanam karena kurangnya modal
mengakibatkan gagal panen. BMT ialah lembaga mikro syariah yang menawarkan
pembiyaan ijarah. Hal tersebut diikuti dengan angsuran setiap bulan. Petani adalah
profesi yang mendapat penghasilan setelah masa panen tiba dalam rentang waktu 4-5
bulan. Akan kesulitan apabila membayar angsuran perbulan.Skema bayar pengembalian
pascapanen ialah solusi alternatif. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui
pelaksanaan dan dampak sistem pembiyaan ijarah dengan skema bayar pengembalian
pascapanen terhadap permodalan petani padi di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi. Data diperoleh dari pengamatan dilapangan,
wawancara, dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan teknik
triangulasi yang bersumber dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akad ijarah di BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi ialah dimulai dengan anggota melengkapi persyaratan
berupa KTP suami/istri, KK, surat nikah, sertifikat lahan. pihak BMT melakukan survei
dengan kriteria 4C untuk dilaporkan kepada atasan, apabila layak maka dilakukan akad
antara kedua belah pihak lalu dana akan dicairkan. Kemudian kewajiban anggota ialah
harus membayar angsuran setiap setelah panen. Dari pembiyaan tersebut dampak yang
terjadi adalah bertambahnya usaha tanam milik petani sehingga pendapatan pun ikut
meningkat.
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ABSTRACT

Nurhasanah, Eka. 2020. THESIS. Title: "ljarah Financing on Farmers' Capital with
Postharvest Payback Schemes at BMT Maslahah Ngawi Branch Office"

Advisor: H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Keywords: ljarah Financing, Postharvest Returns, BMT Maslahah KC Ngawi

Farmers experience difficulty in fulfilling planting capital and agriculture is a
season-dependent sector, delays in planting due to lack of capital result in crop failure.
BMT is a sharia micro institution that offers ijarah financing. This is followed by monthly
installments. Farming is a profession that earns income after the harvest period arrives in
a span of 4-5 months. It will be difficult if you pay monthly installments. The postharvest
payback scheme is an alternative solution. The purpose of this study was to determine the
implementation and impact of the ijarah financing system with a postharvest payback
scheme on the capital of rice farmers at BMT Maslahah Ngawi Branch Office.

This research is a qualitative research located at BMT Maslahah Ngawi Branch
Office. Data obtained from field observations, interviews, and literature study, data
analysis using triangulation techniques derived from reduction, presentation, and drawing
conclusions.

The results of this study indicate that the application of the ijarah contract at BMT
Maslahah Ngawi Branch Office starts with the members completing the requirements in
the form of husband / wife ID card, family card, marriage certificate, land certificate.
BMT conducts a survey with 4C criteria to be reported to superiors, if appropriate, an
agreement is made between the two parties and the funds will be disbursed. Then the
obligation of members is to pay installments after each harvest. From this financing, the
impact that occurs is the increase in farming owned by farmers so that income also
increases.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup fundamental dalam
kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian di Indonesia masih
memiliki keunggulan komparatif yang mempunyai peluang cukup baik untuk
menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya
pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan
dikembangkan dengan kebijakan lalu mampu menstimulus pengembangan
pertanian kearah yang lebih kompetitif (Purwanto, 2018). Sektor pertanian
memiliki andil besar dalam pertumbuhan perkonomian Indonesia, karena begitu
banyak sumberdaya alam yang yang berlimpah dan beraneka ragam yang tersebar
di seluruh tanah air. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km? dan luas
perairan mencapai 3.257.483 km?, serta posisi silang Indonesia yang sangat
strategis, juga gunung aktif yang mengelilingi pulau. Dengan anugerah sedemikian
berlimpah sektor pertanian merupakan hal yang penting untuk selalu dikawal
perkembangannya. Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait
dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan Il tahun 2018 mengatakan bahwa
kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan Produk Donestik Bruto (PDB)
mencapai 13,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan
salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi rakyat Indonesia

(Risnawati, 2016).



Salah satu daerah yang mempriotitaskan pertumbuhan ekonomi pada sektor
pertanian adalah di kabupaten Ngawi Jawa Timur (Nofitasari, 2016). Sektor
pertanian di kabupaten Ngawi merupakan sektor unggulan dan berpotensi untuk
mengembangkan sektor ekonomi wilayah. Sampai dengan tahun 2017,
perekonomian di kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan
sektor ini terhadap total pendapatan daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 selalu berada di atas 35% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di

kabupaten Ngawi .

Tabel 1.1
PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

Pertanian 1.039.356,65 | 1.092.374,15 | 1.145.589,73 | 1.182.083,93 | 1.247.205,27
Pertambangan & 16.286,80 16.983,88 17.526,39 18.145,41 18.624,92
Penggalian

pstit 173.860,51 | 184.792,71 | 196.280,68 | 209.719,30 |  223.872,69
Pengolahan

Listrik, Gas & 16.013,48 | 17.81946 | 10.108,85| 20.651,62 |  23.048,17
Air Bersih

Bangunan 120.634,70 | 127.066,94 | 135.663,44 | 147.557,05| 157.375,92
Perdagangan 793.681,83 | 848.170,35 | 923.010,01 | 1.012.315,75 | 1.107.794,14
Pengangkutan 70.403,69 75.655,53 81.775,64 88.463,67 94.242,95
Keuangan 173.209,38 | 180.511,25 | 190.048,43 | 201.37153 | 213.730,45
Jasa 381.888,39 | 399.228.25 | 412.818,32 | 433.126,72 | 451.305,03
PDRB 2.785.335,43 | 2.942.602,52 | 3.121.821,49 | 3.313.434,98 | 3.537.199,67

Sumber: Kabupaten Ngawi dalam angka

Dari 129,598 ha luas wilayah di kabupaten Ngawi 72% diantaranya
merupakan lahan pertanian, hutan serta tanah perkebunan. Selain itu, kabupaten
Ngawi juga merupakan daerah yang memiliki dua aliran sungai besar, yaitu sungai
Bengawan Solo dan sungai Madiun. Oleh karena itu, melimpahnya ketersediaanya
sumber daya yang ada pada sektor pertanian di kabupaten Ngawi menyebabkan
potensi sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian di kabupaten Ngawi

cukup besar (Juansyah, 2017).



Meskipun potensi yang dimiliki sektor pertanian dalam menumbuhkan
perekonomian di kabupaten Ngawi cukup besar, faktor permodalan bagi petani
merupakan salah satu penghambat dalam pengembangan di sektor pertanian. Dalam
melakukan kegiatan operasionalnya, tidak semua petani memiliki modal yang
cukup (Hermawan, 2013). Aksesbilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan
masih sangat terbatas, terutama bagi petani yang menguasai lahan sempit yang
merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Petani sulit mendapatkan
akses dari bank karena tidak dapat memenuhi ketentuan perbankan dan juga karena
alokasi kredit untuk sektor pertanian relatif kecil yang hanya sebesar 6%
(Nurmanaf, 2007; Syukur, 2009). Menurut Hendayana (2009) menjelaskan bahwa
permasalahan dasar yang dihadapi pertain adalah lemahnya permodalan sementara
aksesibilitas terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani
masih lemah. Rendahnya modal usaha yang dimiliki menyebabkan tingkat adopsi
teknologi di tingkat petani menjadi rendah, yang mengakibatkan produktivitas
usaha tani menjadi rendah. Sehingga tidak jarang petani yang kekurangan modal
hanya menerapkan teknologi sederhana dalam melakukan kegiatan pertanian
(Bagheri et.al, 2008). Karena keterbatasan akses sumber permodalan yang dihadapi
para petani untuk menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan formal seperti
perbankan menyebabkan mereka mencari cara yang mudah yaitu dengan meminjam
modal dari sumber-sumber lain. Yakni dengan cara meminjam ke keluarga, kerabat,
sesama pedagang, atau bahkan rentenir (Maryati, 2014). Maka dari itu, untuk
mempermudah para petani keluar dari permasalahan modal, lembaga keuangan

mikro Khususnya mikro syariah akan membantu mereka untuk mengatasi masalah



tersebut. Kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan di lembaga keuangan
mikro syariah tidak serumit pada perbankan. Ini yang menjadikan lembaga
keuangan mikro syariah akan sesuai dengan kebutuhan para petani (Esnawati,
2018).

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses
intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat
kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan
hasil usaha mereka (Baskara, 2013). Lembaga keuangan mikro dibedakan menjadi
dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan
yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang
bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya
informal. Salah satu yang termasuk LKMS yaitu BMT (Baitul Maal wa Tamwil).
BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Apabila diartikan
dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Baitul mal
yang merupakan fungsi amal zakat yang menerima dan meyalurkan ZIS. Sedangkan
Baitul tamwil merupakan ungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha
mikro dan menengah, terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonomisnya (Hidayat, 2010).

Salah satu BMT yang memiliki peran positif dalam ikut serta memberikan
kemudahan dalam permodalan para petani khususnya di kabupaten Ngawi adalah

BMT Maslahah Mursalah lil Ummah. BMT Maslahah Mursalah lil Ummah



merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam Pondok
pesantren tertua di Jawa Timur yaitu PP Sidogiri.Dilingkungan Pondok Pesantren
Sidogiri terdapat tiga lembaga keuangan mikro yaitu Koppontren, BMT MMU dan
BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT).(Bakhri, 2011) BMT MMU yang bermodal
awal sebesar 13.500.000,- pada tahun 1997 sampai akhir 2010 terdapat 45 cabang
dengan asset sebesar Rp. 89.138.192.945,88.- (BMT MMU, 2010).

Tujuan pengembangan BMT Maslahah adalah meningkatkan program
pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam
kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya ekonomi Indonesia pada
umumnya, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam
kegiatan BMT (Kurniawati, 2016). Dengan demikian BMT Maslahah sebagai
Koperasi Syariah juga melaksanakan kegiatan yag diatur dalam Keputusan Menteri
Negara  Koperasi dan Usaha  Kecil dan  Menengah  Nomor
91/Kep/IVIKUKM/1X/2004 ada beberapa bentuk pelayanan yang dikeluarkan oleh
koperasi syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya adalah
pembiayaan ijarah (Kasmir, 2012).

Sejak dikeluarkannya fatwa DSN MUI tahun 2004 tentang ljarah Multi
Jasa, banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad ini untuk
produk pembiayaannya, tak terkecuali BMT Maslahah. Sebagai salah satu koperasi
jasa keungan syariah yang telah cukup lama ada di Jawa Timur dan telah memiliki
kepercayaan dan tempat di hati masyarakat, BMT Maslahah selalu berusaha

memberikan pelayanan yang optimal pada nasabahnya, salah satunya di BMT



Maslahah KC Ngawi yang sektor penyaluran pembiayaannya lebih terpusat pada
sektor pertanian (Hermawan, 2013). Hal tersebut dikarenakan produk ijarah lebih
diminati untuk kondisi petani dan murabahah lebih diminati untuk pedagang pasar.
Menurut Bapak Nur Hasan selaku ketua kantor BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi, BMT ini didirikan di Ngawi atas pertimbangan ingin menghidupkan
perekonomian daerah sekitar Ngawi khususnya sektor pertanian sesuai dengan
syariah muamalah, salain itu alasannya adalah iklim pertanian di daerah Ngawi
berbeda dengan iklim pertanian di daerah lain. Ngawi memiliki iklim pertanian
yang serempak diamana petani kompak untuk konsisten menanami sawahnya, tidak
mereka biarkan untuk mangkrak atau kosong tidak ditanami apapun musimnya.
Petani bisa memanen hasil panenanya berbarengan dalam waktu satu masa pun
dalam masa tanam. Sehingga ketika diberikan pembiyaan oleh BMT maka petani

dapat membayar ketika masa panen tiba dan dapat di prediksikan (Purwanto, 2018).

Tabel 1.2
Jumlah Anggota yang Memakai Produk Pembiyaan Tahun 2020
No. Produk Jumlah Anggota
. Murabahah 80
2. ljarah 320

Sumber : Diolah oleh penulis (2020)
Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001). Dikatakan oleh
Bapak Nur Hasan Faiz bahwa dalam praktek ijarah BMT Maslahah berbeda
dengan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah lainnya. Proses akad ijarah di

BMT Maslahah ialah mengalami dua kali akad yang prosesnya ialah sebagai



berikut: anggota datang kepada BMT dengan membawa sertifikat lahan garapan
sawahnya lalu dibeli lah lahan tersebut oleh pihak BMT dengan upah sebanyak
yang dibutuhkan oleh anggota yang mengajukan pembiyaan. Berpindahlah
kepemilikan sertifikat lahan sawah tersebut dari anggota ke pihak BMT Maslahah.
Setelah akad tersebut selesai maka dilakukan akad kembali dengan akad ijarah
bahwa pihak BMT menyewakan lahan sawah tersebut kepada anggota karena
memang yang secara profesionalitas menggarap lahan adalah anggota tersebut
dengan perjanjian pengembalian pascapanen yang mana angsuran dibayar setiap
selesai masa panen.

Beberapa penelitian menyebutkan adanya efektifitas penyaluran pembiyaan
syariah pada sektor pertanian diantaranya Khoirunnisa (2016) meneliti tentang
efektivitas penyaluran pembiyaan syariah pada sektor pertanian (studi kasus pada
BMT beringharjo periode 2013-2015) yang menyatakan bahwa berdasarkan data
yang didapat mengenai perbandingan laporan keuangan antara target dengan
realisasi yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Cabang Nganjuk, secara umum dari
tahun 2013 — 2015 dinyatakan cukup efektif. Pada tahun 2013 besarnya efektifitas
mencapai 86% yang artinya cukup efektif, pada tahun 2014 mencapai 96% yang
artinya efektif, pada tahun 2015 mencapai 84% yang artinya cukup efektif.

Berdasarkan penelitian Sholihat et.al (2015) tentang analisis efektivitas
pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha
nasabah di sektor riil (usaha mikro, kecil dan menengah) yang menjelaskan bahwa
efektivitas kinerja pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan

hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-



tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah. Pada tahap
pengajuan pembiayaan memiliki nilai skor yang paling tinggi diantara tahapan
lainnya dalam pembiayaan itu yaitu sebesar 97% nasabah menilai mudah.
Pembiayaan dari KIKS Berkah Madani Cimanggis yang mengindikasikan bahwa
pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu sekitar 67%
dengan bentuk peningkatan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan usaha
nasabah vyaitu bertambahnya barang dagangan atau kapasitas produksi. Ini
menunjukan bahwa kinerja pembiayaan KIJKS Berkah Madani Cimanggis yang
dirasakan oleh nasabah sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodiana et.al (2014) tentang
efektivitas penerapan bayar pascapanen pada pengembalian pembiayaan akad
murabahah pertanian padi di Baitul Maal Wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak
dan memiliki kesimpulan bahwa  penerapan yarnen pada pengembalian
pembiayaan akad murabahah pertanian padi di BMT As-Salam sudah efektif di
seluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usaha tani anggota.
Hal ini menunjukkan penerapan yarnen telah mencapai tujuannya, Vyaitu
menerapkan sistem yang sesuai dengan kondisi petani. Akan tetapi, ada syarat dan
rukun akad, serta prinsip keadilan ekonomi yang belum terpenuhi.

Menurut Utami (2018) yang melakukan penelitian terkait efektivitas
pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di kabupaten bantul,
daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki kesimpulan bahwa pembiayaan
agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT

BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif



karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan
tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Hal tersebut berbeda
halnya dengan distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut yang dinilai kurang
efektif karena hanya terdapat 5 nasabah agribisnis atau sebesar 0,15% dari seluruh
pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan, dan hanya terdapat
14 nasabah agribisnis atau sebesar 2,59% dari seluruh pembiayaan PT BPRS
Madina Mandiri Sejahtera yang disalurkan kepada pelaku agribisnis.

Dengan adanya pembiayaan ijarah dengan sistem bayar pasca panen dalam
sektor pertanian di Ngawi sangatlah mempengaruhi penambahan pendapatan, sebab
petani terbantu dalam memenuhi kebutuhan pertanian yang berupa barang seperti
bibit, pupuk, dan obat-obatan sebagai kebutuhan perawatan dan penunjang
keberhasilan panen.

Maka dari itu terbitlah produk pembiyaan sesuai kebutuhan petani padi di
Ngawi yakni produk pembiyaan pascapanen. Dimana petani bisa membayar
angsuran setelah masa panen. Dari permasalahan tersebut penulis berniat meneliti
lebih lanjut dengan judul “Pembiayaan ljarah pada Modal Petani dengan
Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Maslahah Kantor Cabang

Ngawi”
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1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah dilatar belakang penulis mengambil rumusan

masalah sebagai berikut :

a.

Bagaimana pelaksanaan pembiyaan ijarah dengan skema bayar pengembalian
pascapanen terhadap nasabah yang berprofesi sebagai petani padi di Kec.
Kwadungan Kab. Ngawi ?

Bagaimana dampak permodalan petani dalam menjalankan usahanya dari
pelaksanaan sistem pembiyaan ijarah dengan skema bayar pengembalian

pascapanen di BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kab. Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masal ah diatas, maka tujuan penelitian dapat

ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis pelaksanaan yang berlaku pada pembiyaan ijarah dengan

skema bayar pengembalian pascapanen terhadap nasabah yang berprofesi
sebagai petani padi di Kec. Kwadungan Kab. Ngawi.

Untuk mengetahui tingkat pengaruh pelaksanaan sistem pembiyaan ijarah
dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap permodalan petani

padi di BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kab. Ngawi.
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1.4 Manfaat penelitian

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis
tentang akad dalam lembaga keuangan bank syariah ataupun non-bank syariah
khususnya akad pembiyaan ijarah yang di khususkan kepada petani.

b. Bagi pihak Instansi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadiikan sebagai
bahan pertimbangan terkait pelaksanaan pembiyaan ijarah untuk petani.

c. Bagi Fakultas Ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
tambahan referensi dalam upaya untuk memperluas wawasan pengetahuan
dibidang implementasi akad pada lembaga keuangan perbankan syariah
ataupun lembaga bukaan bank syariah.

d. Bagi pihak- pihak yang berkepentingan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai

pertimbangan bagi instasi yang menghadapi masalah serupa.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil- Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan
acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.
Maka dalam penelitian ini peneliti mencantukan hasil- hasil penelitian terdahulu.
Menurut Puspitasari et.al (2019) yang melakukan penelitian untuk mengetahui
penerapan kontrak Murabahah di sekitar pertanian. Dengan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Hasil dari penelitian tersebut adalah :
Pertama, ada tiga model penerapan Murabahah, yaitu barang-berdasarkan
Murabahah; berbasis kas Murabahah; dan modal usaha berbasis Murabahah.
Berbasis Barang Murabahah adalah sesuai dengan kepatuhan syariah, tetapi
Murabahah berbasis kas masih tidak cocok karena kontrak Murabahah tidak
dilengkapi dengan kontrak wakalah. Kedua, ada dua risiko yaitu barang yang akan
berakhir pada konsep Murabahah barang-based dan risiko keterlambatan
pembayaran karena gagal panen pada Murabahah berbasis kas. Ketiga, jumlah yang
disediakan dari dana hanya 30% dari output pertanian diperkirakan. Keempat, Al-
Hikmah meminta jaminan atas pembiayaan Murabahah.

Menurut Jazil (2019) yang meneliti tentang Islamic Financing Mechanism
For Small Medium Enterprises In Agriculture penelitian ini bertujuan untuk
membahas pembangunan model yang diusulkan pada mekanisme pembiayaan

perbankan syariah untuk sektor pertanian dan usaha kecil menengah. Pendekatan

12
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kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Pedesaan
Partisipatif dan Diskusi Kelompok Fokus menggunakan Konsep Keuangan Mikro
Segitiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi berbagai sektor mulai dari
pemerintah pusat hingga Institut Kementerian terkait. Hasil penelitian menunjukan
bahwa sinergi berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat hingga Lembaga
Kementerian terkait. Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian, Pemerintah
Daerah, Organisasi Nirlaba (BAZNAS / LAZ), Universitas, Non-Pemerintah
Organisasi, Lembaga Pendukung yaitu Asuransi pertanian Islam, Asuransi
Deposito Pembiayaan Syariah, dan Lembaga Pemeringkat Kredit perlu
disinergikan. Selain itu, ketidakpercayaan industri perbankan Islam ditemukan
untuk mengalokasikan pembiayaan kepada petani dan pelaku UKM.

Menurut Faozi (2017) yang meneliti tentang Peran KSPPS Tamzis Bina
Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad
Pembiayaan Mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni
dilakukan ditempat observasi yaitu KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Batur.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk deskriptif mengenai variabel-
variabel yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdirinya KSPPS
TAMZIS Bina Utama cabang Batur dapat menjadi solusi untuk membantu dan
meringankan beban para petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan
usahanya. Peran KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur sangat mempengaruhi
tingkat perekonomian petani, karena berkembangnya pertanian dipengaruhi oleh

modal yang besar, dari adanya modal yang besar diharapkan akan memperoleh
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pendapatan yang besar pula. Berdasarkan bukti yang sudah ada dapat diketahui
bahwa perekonomian petani mengalami peningkatan setelah mendapatkan
pembiayaan mudharabah. Juga dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAMZIS Bina
Utama cabang Batur cukup berhasil dalam penyaluran pembiayaan mudharabah
untuk pertanian.

Menurut Nordiana et al (2014) yang melakukan penelitian untuk
menganalisis faktor yang memengaruhi petani dalam memilih sistem pembayaran
margin bulanan dan yarnen pada pembiayaan akad murabahah pertanian padi di
BMT As Salam, Kramat, Demak menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil
penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan alasan memilih sistem
pembayaran berpengaruh signifikan terhadap pilihan petani padi. Responden
memiliki peluang lebih besar memilih yarnen karena sesuai kemampuan
pembayaran. Efektivitas penerapan yarnenpada pengembalian pembiayaan akad
murabahah pertanian padi diukur menggunakan skala Likert. Hasil penelitian
menunjukkan penerapan yarnen tersebut sudah efektif di seluruh tahapan
pembiayaan dan memberi dampak positif pada usahatani anggota.

Menurut Ridlwan (2016) yang meneliti terkait implementasi akad
muzara'ah di bank syariah sebagai alternatif untuk mengakses modal sektor
pertanian menggunakan metode studi pustaka, yang merujuk dan kolaborasi antara
kitab klasik dan modern, serta menganalisis dan mengkaitkan dengan kondisi
kekinian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Muzara’ah merupakan salah satu
inovasi dari bentuk-bentuk transaksi jual beli dalam perbankkan islam, yakni dalam

produk murabahahnya. Hal ini dirasa perlu, karena banyaknya petani yang
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membutuhkannya. Adapun dalam prakteknya, muzara’ah ini tidak harus dalam
bentuk pertanian, tetapi banyak kita jumpai adanya peternakan-peternakan,
pertambakan ikan laut ataupun tawar yang supliernya adalah bank-bank syari’ah.
Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap
lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk Muzaraah di sektor
pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk
unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari figih ekonomi islam
yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang
dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi

pangan dan perekonomian dunia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Nama Judul Metode dan Hasil Penelitian

Peneliti Penelitian Analisis
1/ Novi Murabaha as an | Penelitian  ini | Penelitian ini
Puspitasari, | Islamic menggunakan menemukan  empat
Sutan Emir | Financial penelitian poin penting:
Hidayat and | Instrument for | kualitatif Pertama, ada tiga
Farida Agriculture dengan model penerapan
Kusmawati pendekatan Murabahah, yaitu
(2019) studi kasus. | Murabahah berbasis
Metode  yang | barang; Murabahah
digunakan berbasis uang tunai;

untuk penentuan
informan adalah
metode bola
salju (snow ball
method)

dan Murabahah yang

berbasis modal
bisnis.  Murabahah
berbasis barang
sesuai dengan
kepatuhan  syariah,
tetapi Murabahah

berbasis uang tunai
masih belum sesuai
karena kontrak
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Murabahah tidak
dilengkapi  dengan
kontrak wakalah.

Kedua, ada dua risiko
yaitu barang yang
kedaluwarsa  pada
konsep  Murabahah
berbasis barang dan
risiko keterlambatan
pembayaran karena
gagal panen pada
Murabahah berbasis
uang tunai. Ketiga,
jumlah dana yang
disediakan hanya
30% dari perkiraan

hasil pertanian.
Keempat, Al-Hikmah
meminta ~ jaminan
untuk  pembiayaan
Murabahah.
Thuba Jazil, | Islamic Penelitian  ini | Hasil penelitian
(2019) Financing bertujuan untuk | menunjukkan bahwa
Mechanism For | membahas sinergi dari berbagai
Small Medium | pembangunan sektor mulai dari
Enterprises In | model yang | pemerintah pusat
Agriculture diusulkan pada | hingga Lembaga
mekanisme Kementerian terkait.
pembiayaan Kementerian
syariah  sistem | Keuangan
perbankan Islam | Kementerian
untuk sektor | Pertanian,
pertanian  dan | Pemerintah Daerah,
usaha kecil | Organisasi  Nirlaba
menengah. (Zakat) (BAZNAS /
Pendekatan LAZ), Universitas,
kualitatif yang | Non-Pemerintah
digunakan Organisasi, Lembaga

dalam penelitian
ini

Pendukung
Asuransi

yaitu
pertanian
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menggunakan
Pendekatan
Pedesaan
Partisipatif dan
Diskusi
Kelompok
Fokus
menggunakan
Konsep
Keuangan
Mikro Segitiga.
Hasil penelitian

Islam, Asuransi
Deposito
Pembiayaan Syariah,
dan Lembaga
Pemeringkat  perlu
disinergikan. Selain
itu, ketidakpercayaan
industri ~ perbankan
Islam ditemukan
untuk

mengalokasikan
pembiayaan kepada

menunjukkan petani dan pelaku
bahwa sinergi | UKM.
berbagai sektor
mulai dari
pemerintah
pusat  hingga
Institut
Kementerian
terkait
Zainul Peran KSPPS | Jenis penelitian | Berdirinya  KSPPS
Umam Tamzis  Bina | ini adalah | TAMZIS Bina
Alfajar Utama Cabang | penelitian Utama cabang Batur
Faozi (2017) | Batur ~ Dalam | lapangan yakni | dapat menjadi solusi
Meningkatkan | dilakukan untuk membantu dan
Perekonomian | ditempat meringankan beban
Petani Melalui | observasi vyaitu | para petani yang
Akad KSPPS membutuhkan modal
Pembiayaan TAMZIS Bina | untuk
ljarah Utama Cabang | mengembangkan
Batur. Jenis | usahanya. Peran
penelitian  ini | KSPPS TAMZIS
menggunakan Bina Utama cabang
pendekatan Batur sangat
kualitatif. mempengaruhi
Penelitian tingkat
kualitatif perekonomian petani,
merupakan karena
metode berkembangnya
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pengumpulan
data dalam
bentuk
deskriptif
mengenai
variabel-
variabel  yang
dibutuhkan.

pertanian
dipengaruhi oleh
modal yang besar,
dari adanya modal
yang besar
diharapkan akan
memperoleh
pendapatan yang
besar pula.
Berdasarkan  bukti
yang sudah ada dapat
diketahui bahwa

perekonomian petani
mengalami
peningkatan setelah

mendapatkan
pembiayaan
mudharabah.  Juga
dapat  disimpulkan
bahwa KSPPS
TAMZIS Bina

Utama cabang Batur
cukup berhasil dalam

penyaluran
pembiayaan
mudharabah  untuk
pertanian.
Nana Efektivitas Penelitian  ini | Hasil penelitian
Rodiana, Penerapan menganalisis menunjukkan alasan
Nunung Bayar faktor yang | memilih sistem
Nuryartono, | Pascapanen memengaruhi pembayaran
Salahuddin | pada petani  dalam | berpengaruh
El  Ayyubi | Pengembalian memilih sistem | signifikan terhadap
(2014) Pembiayaan pembayaran pilihan petani padi.
Akad margin bulanan | Responden memiliki
Murabahah dan yarnen pada | peluang lebih besar
Pertanian Padi | pembiayaan memilih yarnen
di Baitul Maal | akad murabahah | karena sesuai
wa Tamwil As | pertanian padi | kemampuan
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Salam, Kramat,
Demak,

di BMT As
Salam, Kramat,
Demak. Metode
penelitian
menggunakan
regresi logistik
biner

pembayaran.
Efektivitas
penerapan
yarnenpada
pengembalian
pembiayaan akad
murabahah pertanian
padi diukur
menggunakan skala
Likert. Hasil
penelitian
menunjukkan
penerapan  yarnen

tersebut sudah efektif
di seluruh tahapan
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sektor pertanian
merupakan  sektor
yang dapat menyerap
tenaga kerja yang
besar dan sangat
berpengaruh  pada
komoditi pangan dan
perekonomian dunia.

Berdasarkan tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu, maka letak perbedaan
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Puspitasari et.al (2019), “Murabaha as an Islamic Financial Instrument for
Agriculture” memiliki kesamaan yaitu bahwa perbankan syariah memiliki skim
pembiyaan yang mendukung kegiatan usaha pertanian. Perbedaan yang dimiliki
terletak pada akad yang digunakan, penelitian Novi Puspitasari dkk membahas
akad murabahah kontrak sedangkan yang akan penulis teliti ialah akad ijarah.

b. Jazil (2019), “Islamic Financing Mechanism For Small Medium Enterprises In
Agriculture”. Penelitian tersebut meneliti terkait pensinergian antara beberapa
stakeholder lemabaga keuangan yang mampu mendukung kenaikan
produktifitas UKM dan Sektor pertanian secara umum, sedangkan penelitian
yang akan penulis teliti ialah lebih khusus ke pembiyaan ijarah kepada petani
padi.

c. Faozi (2017), “Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam
Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan ljarah”.
Penelitian tersebut meneliti tentang akad mudharabah di KSPPS TAMZIS Bina
Utama cabang Batur, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ialah akad

ijarah di BMT Maslahah KC Kec. Kwadungan Kab. Ngawi.
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d. Rodiana etal (2014), “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada
Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa
Tamwil As Salam, Kramat, Demak”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitaf
untuk membuktika efektifitas penerapan bayar pengembalian pascapanen akad
murabahah di BMT As- salam, Kramat, Demak. Perbedaan dengan yang akan
penulis teliti alah pada metode penelitian dan akad yang diigunakan. Penulis
menggunakan metode kualitatif pada akad pembiyaan ijarah.

e. Ridlwan (2016), “Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank :
Alternative To Access Capital Agricultural Sector”. Penelitian tersebut meneliti
terkait implementasi pembiyaan dengan akad muzaraah untuk sektor pertanian.
Perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah pada instrument akad yang
digunakan, penulis mnggunakan akad ijarah dalam memberikan pembiyaan

pada petani.

2.2.Kajian Teoritis
2.2.1. Pengertian Pembiyaan

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.
91/kep/IV/IKUKM/DV2004). Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk
investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon
anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima

pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak
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koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari
pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
Istilah pembiayaan pada intinya berarti | Believe, | Trust, saya percaya, saya
menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga
pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk
melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan
benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah
teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman
dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk
pembiayaan, piutang, gard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal,
penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi,
serta sertifikat wadi “ah (Rahmat, 2015). Pembiayaan pada bank konvensional biasa
disebut kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.
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Pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bit tamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk gard.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS (Unit
Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Undang-Undang diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat
uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan
melalui akad-akad yang ditentukan (Fordeby, 2016). Secara ekonomi pembiayaan
dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau
penciptaan daya beli. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik

dilakukan diri sendiri maupun lembaga (Veithzal, 2008).
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2.2.1.1.Pembagian Pembiyaan
Antonio (2001) membagi pembiyaan menurut seifat penggunaannya sebagi
berikut :

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha
produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.1.2.Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan syariah.
Menurut Muhamad (2005) tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga
keuangan syariah terkait stakeholder, yakni :
a. Pemilik
Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.
b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank
yang dikelolanya.
c. Masyarakat
1) Pemilik dana
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
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2) Debitur yang bersangkutan
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu
guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk
pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
3) Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan
pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-
perusahaan).

Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan,
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap
bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat

yang dapat dialayaninya.

2.2.1.3.Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Dilihat Dari Segi Kegunaan
1) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan
untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru

dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.
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Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Biasaya
digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang
berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja
untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada (Kasmir,

2003).

b. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

1)

2)

3)

1)

2)

Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka waktu
kurang dari 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan
modal kerja.

Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga)
tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank
mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka
panjang.

Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa

pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 (tiga) tahun.

Dilihat dari segi jaminan

Pembiyaan dengan jaminan, merupakan pembiyaan yang diberikan
suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud
atau barang tak berwujud. Artinya barang yang dikeluarkan dilindungi
senilai jaminan yang diberikn calon debitur.

Pembiyann tanpa jaminan, yaitu pembiyaan yang diberikan tanpa

jaminan barang atau orang tertentu. Pembiyaan ini diberikan dengan
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cara melihat prospek usaha, serta loyalitas si calon debitur selama

hubungan dengan bank yang bersangkutan.

d. Fungsi dan Manfaat Pembiyaan

1)

2)

Pemberian suatu peembiyaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun

fungsi pembiyaan yaitu:

a) Memberikan pembiyaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak
memberatkan debitur.

b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank
konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh bank konvensional.

c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan
oleh rentenir dengan mmbantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.

d) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan
pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran.

Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang didapat oleh lembaga keuangan syariah yaitu
memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat
membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan
pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan
ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak

lembaga keuangan syariah.
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b) Manfaat Debitur

Adapun manfaat yang didapat debitur adalah debitur tidak akan
dituntut untuk pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang
terlalu besar, dan debitur juga tidak dibebani oleh sejumlah bunga,
namun akan memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati

(Antonio, 2001).

2.2.1.4. Ciri Ciri Pembiyaan Syariah
Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri pembiayaan syariah,
yaitu:
a. Bebas bunga (interest free) Terdapat pada QS. Ali Imron:130
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. ”
b. Bagi hasil dan resiko (profit loss sharing)

Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini
berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar
pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas
bunga kredit.

Penggunaan kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat

digunakan disebabkan dua hal, yaitu:



29

1) Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam.
Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti
jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.

2) Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial.
Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk

memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

2.2.1.5.Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang
membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan
cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi
semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan
sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini,
bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan
membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer
tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan
customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara
mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya dalam bisnis prinsip
pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:
a. Prinsip bagi hasil
Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau
barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat

menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula
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hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer).
Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung
kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal
presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan
customer yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.
Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:
1) Mudaharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana
pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan
2) Muzara’ah yaitu kerja sama pengolahan lahan diamana benih bersal dari
pemilik lahan.
3) Mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal
dari penggarap.
b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di
mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat
nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,
kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah
harga beli ditambah keuntungan (margin atau mark-up). Prinsip ini dilaksanakan

karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan
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bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang

diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk :

1)

2)

3)

4)

Bai al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi
jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang
diambil.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka." (HR. Ibnu Majah)

Bai al-mugayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara
barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat
dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat
menghasilkan valuta asing (devisa).

Bai al-mutlagah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua
produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

Bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang
(sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya,
sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian,
yaitu pada tanggal yang diepakati. Terdapat pada QS. Al-Bagarah ayat

282
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5) Bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut
dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan
syarat-syarat yang disepakati
c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad
sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip ini terdiri
atas dua jenis akad, yaitu:

1) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa
melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas barang itu sendiri.

2) Akad ijarah muntaha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara
kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri
dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan

kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

2.2.2. Teori Pembiyaan ljarah

Pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang
dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan
syari’at islam. Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan
konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ljarah juga dikatakan sebagai
pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ljarah mempunyai keistimewaan
dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah lainnya. Keistimewaan tersebut

adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki
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barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada
lembaga keuangan syari’ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan
kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan. ljarah
lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan
Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti membahas baga imana penerapan dan

perhitungan akad ljarah pada lembaga keuangan syariah.

2.2.2.1. Pengertian ljarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut
pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan pengganti. Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang
atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Rifgi, 2008).

Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi
dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan
terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada ijarah objek
transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang
yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal
dengan al-ijarah muntahiyah bit-tamlik ( sewa yang diikuti dengan perpindahan
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara
bank dengan nasabah.

Menurut Fatwa Dewan Syarah Nasional No.09/DSN/MUI/1V/2000, ljarah

merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat ) atas suatu barang atau jasa dalam
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waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang
menyewakan kepada penyewa. Landasan hukumnya adalah :

a. QS Al-Bagarah ayat 233
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih  (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

b. Diriwayatkan dari ibnu abbas, bahwa Rasulullah bersabda:
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang
bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

2.2.2.2. Rukun dan Syarat ijarah
Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah
(Ascarya, 2007):

a. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset
dan mu "jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

b. Objek akad, yaitu ma "jur (aset yang disewakan) dan ujrah (harga sewa).

c. Sighat yaitu ijab dan gabul.

Sedangkan Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan

hukum Islam, sebagai berikut:
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a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut
harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab
pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat
kepada penyewa.

c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.

d. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam

periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

2.2.2.3. Jenis Akad ljarah
Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Iljarah manfaat (Al-ljarah ala al-Manfa“ah)

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut musta jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang
dibayarkan disebut ujrah (Ascarya, 2007). Misalnya, sewa menyewa rumah,
kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu "jir mempunyai benda-benda tertentu
dan musta *'ji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di
mana mu "jir mendapatkan imbalan tertentu dari mustajir dan musta''jir
mendapatkan manfaat dari benda tersebut (Afandi, 2009)

2. ljarah yang bersifat pekerjaan (Al-ljarah ala Al-Amal)
Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, Yyaitu

memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang
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lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa)
di bisnis konvensional (Ascarya, 2007) Artinya, ijarah ini berusaha
mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu 'jir adalah orang yang
mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta“jir adalah
pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan
tertentu. Mu ‘jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk
musta "jir dan musta ''jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu jir (Afandi,
2009). Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang
pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

ljarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa
perbankan syari“ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai
bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari“ah. Selain dua jenis
pembagian di atas, dalam akad ijarah juga ada yang dikenal dengan namanya
akad al-ijarah muntahiya bit tamlik (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli
dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir
periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa
(Aziz, 2008).

Dalam akad ini musta“jir sama-sama dapat mempergunakan obyek
sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan
tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini

sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad
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sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa

melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

2.2.2.4. Pembagian Akad ljarah

Dilihat dari segi objeknya, maka ijarah dibagi menjadi dua bagian yaitu :
ijdarah “ala al-mandfi'i yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah “ala al-
a"amdl yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. ljarah “ala al-mandfii adalah
ijarah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah,
kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik
Objek berupa ujroh atau fee. Sedangkan, ijdrah “ala al-a“amal adalah ijarahy ang
berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa al-ajr yang

berarti upah (Al- Zuhaili, 2002).

2.2.2.5. Penentuan Ujroh

Dalam fatwa DSN No: 09/DSN MUI/IV/2000 perihal Pembiayaanljarah
dinyatakan bahwa Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Merujuk pada Buku 2
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang ljarah Bagian Keenam Pasal
pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) Nilai atau harga ijarah antara lain
ditentukan berdasarkan satuan waktu dan (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam
ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun. Selain itu, pada pasal 272
dinyatakan bahan (1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar

kebiasaan. (2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
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Sedang pada pasal 273 dinyatakan: Kelebihan waktu dalam ijarahan yang
dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau
kebiasaan. Dalam hal ujroh yang ditarik dari Rahn Emas, berdasarkan fatwa Fatwa
nomor 26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas bahwa besaran ongkos yang
dibebankan kepada nasabah harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan untuk operasional Rahn Emas. Salah satu komponen ongkos tersebut
adalah ongkos yang dibebankan atas dasar tempat penyimpananmarhun yang

dilakukan berdasarkan akad ijarah.

2.2.2.6. Model Pembayaran Akad ljarah
Terdapat 2 (dua) model pembayaran ijarah yang lazim digunakan di industri
keuangan syariah (Karim, 2006) :

1. Contigent to Performance: Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa.
Contoh: Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,-
bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental
komputer Aida.

2. Not Contigent to Performance: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja
objek sewa. Contoh Sewa Safe Deposit Box selama 2 bulan tarif Rp
100.000,-/bulan. Setelah akad bilamana nasabah hanya mempergunakan
SDB selama 1 %2 bulan, maka nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan yaitu
sebesar Rp 200.000,-.

Dalam hal lain, dinyatakan bahwa ujroh akan menjadi wajib dibayar oleh

musta "jir dan dapat dimiliki oleh mu jir jika:
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1. Dipersyaratkan segera dibayar sebagaimana terdapat dalam kontrak

2. Menyegerakan pembayaran ujroh dengan tujuan untuk mempercepat

berakhirnya akad

Membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu
penggunaan. Jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan
setelah masa sewa berakhir maka kontrak sewa tetap sah.

Kepemilikan ujroh adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa,

sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan

penyerahan objek sewa dapat mengikuti perkembangan masa (waktu per waktu),

namun hal tersebut sangat susah diterapkan, oleh sebab itu ditetapkan bahwa

pembayaran sewa adalah mengikuti hari atau mengikuti peringkat. Metode tersebut

didasari pada dalil istihsan (Al- Zuhaili, 2004).

2.2.2.7. Berakhirnya Akad ljarah

2.

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain
sebagainya.

Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah
itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa
seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana

pembatalan dalam akad jual beli.
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4. Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak
yang berakad meninggal sebab akad ijarah tidak dapat diwariskan.
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal/berakhir dengan
wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan
ijarah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang
berakad.

5. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang
ljarah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijarah dapat diubah,

diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”

2.2.2.8. Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiyaan

ljarah

Pembiyaan ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-
MUI/IV/2000 pada Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.
Menyatakan bahwa untuk memenuuhi kebutuhan masyarakat terkait memperoleh
manfaat suatu barang dari pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan
hak guna (manfaat) atass suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada rapat pleno Dewan Syariah Nassional Menetapkan fatwa sebagai
berikut :
a. Rukun dan Syarat ljarah

1) Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak

yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau alam bentuk lain.
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3)
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Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.
Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa

dan upah.

. Ketentuan obyek ijarah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksankan dalam
kontrak

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

Kesangupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ljarah.
Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan obyek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
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c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah
1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

2.2.2.9. Skema ljarah
Secara umum konsep pembiyaan ljarah dapat digambarkan dalam skema
berikut :
Gambar 2.1
Konsep Pembiyaan Akad ljarah

1. Negosiasi & persyaratan

2. Akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik

&) atas benda yang disewa (akad tetap sewa menyewa pemindahan
%

Hak milik hanya janji (wa’ad) yang tidak mengikat
Bank
maa

4. Bayar y[ﬂ;&wa ~&
l.‘%; 7
3. Serah terima barang untuk disewa

Nasabah

5. Mengembalikan
barang yg disewa
setelah habis
masa sewa

-

—* 5. Akad pemindahan hak milik (jual beli/pemberian)

Sumber : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2012
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2.2.3. Teori Modal
2.2.3.1. Pengertian Modal

Modal adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi.
Dia adalah alat produksi yang diproduksi atau dengan kata lain alat produksi buatan
manusia. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi,
melainkan untuk produksi lebih lanjut. Seperti mesin pealatan, alat-alat
pengangkutan, proyek irigasi (kanal dan dam), persediaan bahan mentah, uang tunai
yang ditanamkan diperusahaan, dan sebagainya, itu semua adalah contoh-contoh
modal.

Menurut Husein (2000) modal merupakan faktor produksi yang mempunyai
pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal
merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada
proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong
kenaikan produktivitas dan output.

Dalam bukunnya Ken Suratiyah (2016) bahwa dalam arti ekonomi
perusahaan, modal adalah barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk
memproduksi kembali atau barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk
mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Menurut Tohir (1983),
berdasarkan pengertian tersebut maka tanah bukan termasuk faktor produksi modal,
tetapi masuk dalam faktor alam yang memiliki nilai modal dengan berbagai
pertimbangan sebagai berikut:Tanah adalah karunia alam, bukan benda yang

diproduksi oleh manusia.
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Atas dasar fungsinya, Modal dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu
modal tetap (fixed assets), dan modal tidak tetap atau modal lancar (current assets).
Modal tetap adalah modal yang dapat dipergunakan dalam beberapa kali proses
produksi. Modal tetap ada yang bergerak atau mudah dipindahkan, ada yang hidup,
dan ada benda mati, misalnya cangkul, sabit, ternak. Sedangkan yang tidak dapat
dipindahkan juga ada yang hidup dan ada benda mati, mislanya bangunan, tanaman
keras. Modal tidak tetap adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam satu kali
proses produksi saja, misalnya pupuk dan bibit unggul untuk tanaman semusim.
Berbagai alat yang biasa digunakan dalam usaha tani dapat merupakan modal tetap.

Alat-alat tersebut adalah traktor, bajak, cangkul, dan lain-lain.

2.2.3.2. Arti Penting Modal

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa
modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin
dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur
melulu dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah.
Demikianlah manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif
mereka. Di abad modern, produksi tanpa bantuan modal amat sulit dibayangkan
Pembangunan ekonomi di Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jeoang, Jerman,
Perancis, Inggris, terjadi karena penggunaan modal secara ekstensif.

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi
maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan poduksi,

employment juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan
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mesin diproduksi dan jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut
(Sharif, 2012). Demikianlah modal usaha berperan penting terhadap kelangsungan

usaha dalam rangka memperoleh pendapatan dan keuntungan yang maksimal.

2.2.3.3. Pembentukan Modal

Sumber pembentukan modal dapat berasal dari milik sendiri, pinjaman
(kredit dari Bank, dari tetangga, atau family), warisan, dari usaha lain dan kontrak
sewa. Modal dari kontrak sewa diatur menurut jangka waktu tertentu, sampai
pinjaman dapat mengembalikan, sehingga angsuran (biasanya tanah, rumah dan
lain-lain) dikuasai pemilik modal (Agustina, 2011)

Pembentukan modal berarti meningkatkan cadangan modal riil di dalam
negeri. Kegiatan itu mencakup produksi barang modal, mendorong tabungan dan
investasi, dan sebagainya. Di dalam ilmu ekonomi modern, pembentukan modal
didorong melalui berbagai kebijakan fiskal dan financial seperti pembebasan atau
pengurangan pajak, dividen yang tinggi, suku bunga yang menarik, dan diatas itu
semua perlindungan modal. Islam menerima kebijakan tersebut kecuali bunga

investasi, karena bunga dilarang.

2.2.3.4. Imbalan Bagi Modal

Dalam perekonomian kapitalisme, faktor produksi ketiga yakni modal,
menerima imbalannya dalam bentuk bunga. Tetapi Islam telah melarang adanya
bunga pada modal. Sebaliknya, Islam telah mengikat konsep imbalan atas modal

itu dengan tanggung jawab untuk memikul resiko rugi. Di dalam perekonomian
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Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang orang
menabung di Bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan
modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan
modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri, atau ia investasikan dalam skema
mudharabah atau musyarakah. Di dalam mudharabah, seseorang menyediakan
modal sedang yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya
membagi laba sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam bisnis itu terjadi merugi,
maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Di dalam musyarakah
atau syirkah, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba
maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing. Jika modal itu tidak
dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka

ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap (Sharif, 2012).

2.2.3.5. Pandangan Islam Tentang Modal

Dalam pandangan syariah, manusia diwajibkan berusaha agar mendapatkan
penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat bekerja sesuai
dengan bidang keahliannya, yang penting tidak melanggar garis-garis yang
ditentukan-Nya. Manusia dapat melakukan usaha dibidang produksi, seperti
pertanian, perkebunan, perternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan
sebagainya. Disamping itu juga manusia dapat melakukan dibidang distribusi,
seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan.

Salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah usaha, baik dibidang

produksi maupun distribusi adalah keberadaan modal. Dalam praktiknya untuk
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memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti dari tabungan
sendiri, meminjam dari keluarga, ataupun kerabat lainnya. Namun jika tidak
tersedia atau karena keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan
menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin
berusaha.

Menurut syariah hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahan
dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan.Dalam lembaga keuangan
syariah, sebenarnya penggunaan kata “pinjam-meminjam” kurang tepat digunakan,
disebabkan dua hal :

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dan masih

banyak metode lainnya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lainnya :

2. Pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya

jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk
memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang
menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah
riba, sedangkan riba adalah haram. Oleh karena itu, dalam lembaga
pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit melainkan
pembiayaan (fianancing).

Menurut Ashari (2005) pandangan Islam tentang modal dan aktivitas usaha
pada gilirannya akan mempengaruhi prilaku ekonomi yang diharapkan sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah. Bentuk-bentuk ekonomi yang diajarkan dalam

islam, antara lain sebagai berikut :
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Manusia diperintankan mencari rezeki secara halal. Artinya manusia
didorong memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif.

Manusia didorong menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor kegiatan
ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti
perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya untuk
kemaslahatan bersama.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilarang mempergunakan cara-
cara yang bathil seperti dengan melakukan riba, penipuan, memainkan
takaran, dan lain-lain.

Mendorong manusia untuk mengoptimalkan, pelaksanaan zakat, infaq
atau shodagoh, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya.
Mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam
kelembagaan yang rapi, teratur, transparan, dan terkoordinasi, serta

membangun kerjasama.



2.3.Kerangka Berfikir
Pada penelitian ini

sebagai berikut :
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memiliki alur penyelesaian berupa kerangka berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Metode Penelitian Kuantitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-
orang d an perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan bukan berupa
angka- angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang di kumpulkan
menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan
(Moleong, 2006).

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Rahardjo (2017)
menyimpulkan bahwa penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan
ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program,
peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekolompok orang, lembaga
atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa
tersebut. Alasan peneliti dapat melakukan penelitian secara eksploratif dan
eksplanatif berkenaan proses, motif/alasan suatu kejadian atau gejala sosial yang

terjadi pada rumusan masalah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Maslahah KC Ngawi yang terletak di JI.

Slamet Riyadi, Pojok IV, Pojok, Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
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Alasan pemilihan lokasi tersebut karena BMT Maslahah KC Ngawi berperan positif
dalam ikut serta memberikan kemudahan dalam permodalan para petani khususnya

di kabupaten Ngawi.

3.3 Subyek Penelitian
Menurut Arikunto (2006) unit analisis dalam penelitian adalah satuan
tertentu yang diperhituungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah
subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Membahas tentang subjek penelitian.
Sebenarnya sama dengan membahas tentang unit analisis, yaitu subjek yang
menjadi pusat perhatian peneliti. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian
ini menggunakan teknik purposive sampling, artinya bahwa narasumber yang
diambil yaitu orang — orang yang mengetahui, mengalami, dan memahami langsung
pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad ijarah bagi pembiyaan modal
petani di BMT Maslahah KC Ngawi, penambahan narasumber ini tidak ada batasan
akan tetapi penelitian perlu di berhentikan jika sudah tidak ada data baru.
Adapun subyek penelitian yang akan diambil sebagai sampel pada
penelitian ini adalah :
a. Kepala Kantor Cabang
Kepala Kantor Cabang BMT Maslahah KC Ngawi yaitu Bapak Nur Hasan
Faiz. Beliau telah bekerja di BMT selama kurang lebih 7 tahun dan telah
menempati berbagai posisi jabatan sebelum menjadi kepala kantor cabang,
seperti teller, wakil cabang, kepala OPRS, kepala simpanan, hingga kepala

kantor cabang. Dari pengalaman 7 tahun beliau tersebut sehingga peniliti
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menjadikan beliau sebagai subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui,
mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan
sistem akad ijarah bagi pembiyaan modal petani di BMT Maslahah KC Ngawi.
. Account Officer (AO)

AO BMT Maslahah KC Ngawi yaitu Bapak Zaenal Mustain. Beliau telah
bekerja di BMT selama kurang lebih 6 tahun dan telah menempati berbagai
posisi jabatan sebelum menjadi AO, seperti funding officer dan AO,. Dari
pengalaman 6 tahun beliau tersebut sehingga peniliti menjadikan beliau sebagai
subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui, mengalami, dan memahami
langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad ijarah bagi
pembiyaan modal petani di BMT Maslahah KC Ngawi.

Remedial Officer (RO)

RO BMT Maslahah KC Ngawi yaitu Bapak Mitfakhul Khoiri. Beliau
telah bekerja di BMT selama kurang lebih 6 tahun dan telah menempati
berbagai posisi jabatan sebelum menjadi RO, seperti teller, funding officer, AQ,
hingga RO. Dari pengalaman 7 tahun beliau tersebut sehingga peniliti
menjadikan beliau sebagai subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui,
mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan
sistem akad ijarah bagi pembiyaan modal petani di BMT Maslahah KC Ngawi.
. Nasabah Yang Berprofesi Sebagai Petani

Nasabah yang dijadikan sebagai subyek penelitian ini merupakan petani
yang berasal dari Desa Kwadungan, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi yang

bernama bapak Soekardi, ibu Siti Asiyah
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3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diperoleh sehingga menghasilkan
informasi maupun keterangan, dalam hal ini penulis menggunakan data kualitatif.
Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian
yang masih merupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja
(Ridwan, 2006).

Dalam penelitian ini data kualitatif berupa prosedur yang dilakukan BMT
Maslahah ketika memberikan pembiayaan pertanian dengan akad mudhorobah dan
murabahah dengan skema bayar pascapanen dan anggota koperasi BMT Maslahah
yang berprofesi sebagai petani dan mengambil pembiyaan ijarah dengan metode

bayar pascapanen.

3.4.1 Sumber Data
Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh bisa juga
sumber utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Arikunto, 2006). Dilihat dari segi
sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam
penelitian dikenal dengan sua jenis data yaitu :
1. Data primer
Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan
diwawancarai. Pada penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara

peneliti dengan karyawan BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu
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Kwadungan. Adapun beberapa pertanyaan pada wawancara untuk pengambilan

data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

No Pertanyaan Wawancara

1 Bagaimana Sejarah Berdirinya BMT Maslahah Kantor Cabang
Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?

2 Apa visi misi dari BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu

Kwadungan Kabupaten Ngawi serta bagaimana bentuk struktur
organisasinya ?

3 Apa saja produk-produk unggulan BMT Maslahah Kantor Cabang
Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?

4 Bagaimana pelaksanaan serta prosedur dalam pembiayaan
menggunakan akad ljaroh pada BMT Maslahah Kantor Cabang
Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?

5 Mengapa sektor pertanian menjadi fokus target penyaluran pembiayaan
dari BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten
Ngawi melalui akad ljaroh ?

6 Apa itu angsuran pasca panen dan bagaimana pelaksanaannya ?

7 Apa saja kendala yang dihadapi BMT Maslahah Kantor Cabang

Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan
pembiayaan dengan ljaroh pembayaran pasca panen serta apabila
terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiaayan tersebut,
bagaimana solusinya penyelesaiannya ?

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung atau sumber informasi yang

diperoleh dari pihak- pihak lain (Marzuki, 1983). Pada penelitian ini, data

sekunder berupa penjelasan secara rinci mengenai produk-produk dan

penjelasan tentang akad-akad yang digunakan pada BMT Maslahah Kantor

Cabang Pembantu Ngawi yang diambil dari website resmi BMT vyaitu

bmtmaslahah.co.id serta diambil dari browsur produk-produk BMT Maslahah

Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam
penelitian.Tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data maka peneliti
diharapkan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam
setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan
penelitian yang dilakukan. pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang
lazim digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam
pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi sering disebut metode pengamatan, metode observasi ini
merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan
dan oengamatan langsung terhadap objek tertentu dilapangan. Dalam observasi
nampaknya hanya sekedar “mengamati” namun kegiatan mengamati ini tidak boleh
dipandang main-main oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pengamatan untuk mengetahui
bagaimana proses pelaksanaan penyaluran akad ljaroh dengan skema bayar pasca
panen pada BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten
Ngawi. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan dengan akad ljaroh oleh petani,
kemudian proses pencairan pembiayaan serta proses pengakadan pembiayaan
dengan akad ljaroh. Dan juga melakukan pengamatan terhadap proses pembayaran
angsuran petani pasca panen pada pembiayaan menggunakan akad ljaroh di BMT

Maslahah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi.
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3.5.2 Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan
penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi
diperoleh dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan
sebagaiannya. Jadi dokumensi sangatlah penting digunakan untuk penelitian karena
dengan dokumentasi kita dapat memperoleh penelitian yang benar-benar kongkret
dan agar sesuai dengan yang kita harapkan serta dapat menjadi bukti keaslian

temuan tersebut.

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pengumpulan data
seperti bukti slip pembayaran angsuran pasca panen pada pembiayaan melalui akad
ljaroh di BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi,

kartu angsuran pembiayaan ljaroh, serta bentuk akad Ijaroh pada BMT Maslahah.

3.5.3 Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi yang
berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang menggunaan
pembiyaan dengan skema pembayaran pascapanen bagi petani .

Narasumber dari proses wawancara pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala Cabang BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi
(Nur Hasan Faiz).
2. Staff Account Officer BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten

Ngawi (Zaenal Mustain).
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3. Staff Admin BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi
(Mitfakhul Khoiri).
4. Anggota pembiayaan akad ljaroh BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan
Kabupaten Ngawi (Petani Desa Kwadungan)/
Proses wawancara sepenuhnya dilakukan di Kantor BMT Maslahah Kantor
Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan menanyakan tentang informasi-
informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad ljaroh dengan

metode bayar pasca panen pada sektor pertanian.

3.5.4 Studi pustaka

Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yang
nantinya digunakan sebagai penunjang data primer dalam sebuah penelitian. Studi
kepustakaan dalam penelitian ini berupa kegiatan mengumpulkan bahan- bahan
yang berkaitan dengan penelitian yang bisa diperoleh dari dokumen — dokumen
perusahaan, jurnal — jurnal ilmiah, literatur — literatur serta publikasi lain yang

sesuai dengan tema penelitian penulis.

3.5.,5 Triangulasi

Sebelum menarik kesimpulan, maka perlu diadakan verifikasi atau uji
keabsahan data agar cukup mantap dan benar- benar dapat dipertanggungjawabkan.
Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap
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data tersebut (Moloeng, 2006). Ada empat macam, yaitu triangulasi dengan
menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Proses yang
dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa sumber seperti:
Kepala Cabang BMT, AO BMT, Staff BMT, serta anggota pembiayaan melalui
akad ljaroh pada Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan
pertanyaan yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Setiap narasumber
diberikan kesempatan untuk wawancara setelah 20 menit narasumber sebelumnya
selesai diwawancarai. Sehingga dari wawancara dari setiap narasumber
menghasilkan data berupa informasi terkait pelaksanaan pembiayaan dengan akad
ljaroh dengan persepsi yang berbeda-beda. Setelah itu, data yang sudah terkumpul
dari beberapa narasumber tersebut diolah untuk memperoleh hasil penelitian yang

lebih luas dengan tingkat kebenaran yang akurat.

3.6 Analisis Data
Analisis data merupakan bagian dari proses penguujian data setelah tahap
pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Indriantoro & Supomo, 1999).
Sugiyono (2008) menjelaskan langkah- langkah analisis data selama dilapangan,
sebagai berikut :
a. Reduksi data (Data Reduction) maka lama peniliti ke lapangan makin banyak
data yang didapat, maka perlu adanya reduksi data yaitu merangkum, memilih
hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dan membuang

yang tidak perlu
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. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
Conclution Drawing/ verification.Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Sejarah Perusahaan

Berdirinya BMT MMU berawal dari keprihatinan para guru (asatidz)
Madrasah Miftahul Ulum (MMU) di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap
kondisi ekoonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah — kaidah syariah
islam. Mereka resah dengan praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para
rentenir dilingkungan sekitar pesantren, yang secara jelas dilarang oleh syariah
agama. Para asatidz dan para pengurus madrasah terus menelaah dan berdiskusi
terkait solusi terbaik dari keresahan tersebut, akhirnya menemukan solusi yang
mampu menjawab persoalan tersebut yaitu mendirikan usaha bersama yang
mengarah pada pendirian lembaga keuangan syariah dapat mengangkat dan
menolong masyarakat menengah kebawah. Setelah didiskusikan kembali dengan
para ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “Koprasi Baitul
Mall wa Tamwil Maslahah Lil Ummah” yang dikenal dengan singkatan Koprasi
BMTMMU vyang berkedudukan di Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi
didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal
25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara asatidz dan pengurus Madrasah
Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri.

Perkembangan Koperasi BMTMMU ditunjang dan didorong oleh

keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi, konsultasi
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serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT
MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M. Terletak
di Kecamatan Wonorejo Pasuruan dengan membuka kantor pelayanan dengan cara
kontrak/sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 m2. Pelayanan dilakukan oleh 3 orang
karyawan. Modal awal yang dipakai untuk mengembangkan usaha diperoleh dari
simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus
rupiah) dengan anggota berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz, pengurus
Pondok Pesantren Sidogiri. BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan
nama lembaga menjadi BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi atas instruksi kyai
Sidogiri. Perubahan ini di maksud agar masyarakat luas lebih mudah mengenal
BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya.

Semakin bertambahnya tahun BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
semakin mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat sehingga minat masyarakat
untuk menabung atau mengambil pembiyaan di BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi meningkat, hal tersebut membuat BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
membangun kantor cabang di seluruh Jawa Timur dikarenakan izin yang didapat
hanya di area Jawa Timur lalu pada tahun 2015 dengan penulusuran oleh ustadz
Abdul Qohar dan Ustadz Rosyid diputuskan untuk membuka cabang di Ngawi dan
kecamatan Kwadungan sebagai letak kantor Kantor Cabang Ngawi yang memiliki

Cabang Pembantu di daerah Pangkur, Paron, Geneng ,Karangjati.
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4.1.2. Landasan Hukum
Koperasi BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ini telah mendapat legalitas

berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH?KWK.13/1X/97 tanggal 4
September 1997

2. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Nomor
P2T/4/09/.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.

3. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor :
13.26.2.64.00099 pada tang 31 Desember 2013

4. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor
P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013

5. NPWP : 01.718.668.5-651.000

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan
A. Visi:
1. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam
2. Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketaqwaan di bidang social
ekonomi
B. Misi:
1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah
adil, mudah dan maslahah.

3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
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4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shiqiq, tabligh,
amanah, fatonah)
C. Motto

“Syariah menjadikan berkah”

4.1.4. Tata Nilai dan Budaya Staf BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi tetap berpedoman pada landassan hukum islam
yaitu, Al — Quran, al — hadist, ijma’, Qiyas, dan figh muamalah Serta peraturan
pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT Maslahah Kantor
Cabang Ngawi yang juga memiliki tata nikai yang menjadi panduan dalam setiap
perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT Maslahah Kantor
Cabang Ngawi yaitu : kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Waktu pelayanan
yang paling relative singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin
dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin mengatur kegiatan operasional
kerja.

Kerja cerdas berlandaskan norma — norma agama dan tuntunan ajaran
Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu shidig, tabligh,
amanah, dan fathonah. Kerja ikhlas, sesuai ajaran islam yang dibawa rasulullah,
bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat islam
harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT bukan karena yang lain. Hal ini
tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (service excellent) anggota, dan

masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah.
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4.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
bersifat Sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta
wewenang menjadi tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang Simpan Pinjam Syariah (SPS)
khususnya di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi kantor cabang Ngawi juga
bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi
tanggungjawab kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat
vertical, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan
yang lebih tinggi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Berikut merupakan susunan manajemen dalam BMT Maslahah Kantor Cabang

Ngawi Pusat :
Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Maslahah
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Struktur Organisasi pada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor

Cabang Ngawi ialah sebagai berikut :

Manajer Area : Kholil Arifin
Kapala kantor Cabang : Nur Hasan Faiz
Account Officer : Zainal Musta’in
Funding Officer : Abdur Rouf
Teller : Fauzan A. A

4.1.6. Ruang Lingkup Usaha BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi

BMT (baitul Maal Wat Tamwil) atau balai usaha mandiri terpadu
merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari’ah. Sistem BMT ini adalah
konsep Mu’amalah Syari’ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah
mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan
PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur.
Disamping pelatihan — pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga — lembaga
professional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau mayarakat
dengan akad Wadi’ah dan Mudharabah atau Qardh. Sedangkan peminjaman atau
pembiyaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad Mudharabah/Qardh,
Musyarakah/Syirkah, Murabahah, Ba’i Bitsaman Ajil dan Qard Hasan. Dalam
mu’amalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan

imbalan bagi hasil untuk Mudharabah dan Musyarakah atau imbalan laba untuk
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Murabahah dan Ba’l Bitsamanil Ajil (BBA). Qard Hasan biasanya dipakai untuk
kegiatan yang bersifat social (nirlaba).
Produk — Produk dari BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi antara lain :
1. Tabungan
a. Tabungan Syariah
Tabungan syariah merupakan simpanan yang dapat disetor dan diambil
sewaktu- waktu. Akad yang diterapkan pada produk tabungan syariah ini ada
dua macam yakni akad wadi’ah yad-dhamanah atau mudhorobah mutlagah.
Penggunaan akad tersebut tergantung keinginan dari nasabah sendiri. Produk
tabungan syariah memberikan bonus atau bagi hasil yang cukup bersaing
dihitung secara harian dan dikreditkan ke rkening nasabah secara otomatis
setiap akhir bulan.
b. Tabungan pendidikan
Tabungan pendidikan merupakan produk penyimpanan dana yang
diperuntukan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad wadiah yadh
dhamanah. Sesuai dengan akad, nasabah akan mendapatkan bonus simpanan
yang akan diberikan setiap akhir bulan. Simpanan dari produk tabungan
pendidikan ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiyaan.
c. Tabungan Syariah Haji
Tabungan syariah haji merupakan produk simpanan sebagai sarana ntuk
memantapkan niat melaksanakan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan.

Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang ditentukan tersebut
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(sebulan sebelumnya). Tabungan syariah haji ini menggunakan akad
mudharobah serta bonus yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil.
. Tabungan Qurban / Agigah

Tabungan Qurban/ Agigah merupakan produk simpanan sebagai sarana
untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah qurban/ agigah pada waktu yang
ditentukan. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang
ditentukan tersebut (sebulan sebelumnya). Tabungan qurban/agigah ini
menggunakan akad mudharabah serta bonus yang diberikan kepada nasabah
berupa bagi hasil.
Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan simpanan yang tidak dapat disetor dan
diambil sewaktu — waktu karena ada jangka waktu yang ditentukan. Simpanan
ini disebut juga dengan investasi berjangka. Jangka waktu yang ditawarkan
pada investasi ini yakni 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Akad yang diterapkan
pada produk deposito syariah adalah mudharabah mutlagoh, yang mana
nasabah akan memperoleh bonus atau bagi hasil sebagai keuntungan
menyimpankan dananya. Simpanan dari produk deposito syariah ini juga dapat

dijadikan sebagai jaminan pembiyaan.

. Pembiyaan
. Pembiyaan Mudharabah/ Qiradh
Pembiyaan Mudharabah (Qiradh) adalah penyerahan harta dari shahib

al — maal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai
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modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah
(perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi
deng. demikian laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak
mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka Mudharib
(pengelola dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib, demikian
ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak mudharib. Contoh :
Bapak fulan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha,
misalnya dalam soal produksi roti. Namun bapak Fulan tidak memiliki modal,
maka Bapak Fulan mengajukan dengan akad Mudharobah.

. Gadai Emas Syariah (Ar — Rahn)

Gadai emas syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk
memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah
dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa
barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang
jaminan (marhun). Anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya anda akan
memperoleh uang pinjaman (marhun bih) sebesar 90% dari nilai taksiran.
Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal
120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai
dengan 120 hari belum bisa melunasi, anggota dapat memperpanjang masa
pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar sesuai tarif

yang berlaku.
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Pembiyaan Murabahah

Pembiyaan murabahah merupakan pinjaman dana yang diberikan BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota atau nasabah untuk pengadaan
atau pembelian barang. BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi akan
mendapatkan margin keuntungan dari selisih harga beli barang dengan harga
jualnya kepada nasabah (capital gain)
Pembiyaan Talangan Haji

Pembiyaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan dari BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota untuk menutupi kekurangan
dana untuk memperoleh nomor porsi haji. Pembiyaan yang diberikan untuk
talang haji ini yakni sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 24.000.000

tanpa agunan/ jaminan apapun.

4.2. Pembahasan

Pertanian ialah sektor yang cukup lekat dengan masyarakat pedesaan yang

mana dalam memutarkan usaha pertanian ini petani memiliki kendala yang

mungkin dapat ditolong dengan kehadiran lembaga keuangan mikro syariah seperti

koperasi atau BMT. BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor cabang Ngawi

dalam memberikan pembiyaan kepada anggotanya tentu melalui prosedur atau

proses yang sudah di pikirkan matang—matang agar supaya pembiyaan yang

diberikan kepada anggota dapat dikembalikan dengan baik. Salah satu produk

pembiyaan yang diberikan olen BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi adalah

pembiyaan ijarah dengan pengembalian bayar pascapanen. Dalam pengambilan
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data, peniliti menggunakan teknik studi kepustakaan, wawancara, dan observasi
denga pihak pihak terkait. Dan berikut hasil studi kepustakaan, wawancara, dan
observasi terbagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

4.2.1.Pelaksanaan Pembiyaan Akad ljarah Dengan Pengembalian Pascapanen

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan pada penyewa (Kurniawati, 2016). Dengan demikian ijarah itu adalah
suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai
orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk
diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh
syara’ tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Secara teori, Pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual
manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan
ketentuan syari’at islam (Antonio, 2001). Pembiayaan ijarah ini mempunyai
konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan
ljarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan
Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah
lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya,
pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat

melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syari’ah, sehingga pengusaha
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tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan
bahwa pembiayaan. ljarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya
seperti Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti membahas baga
imana penerapan dan perhitungan akad ljarah pada lembaga keuangan syariah
(Purwanto, 2018; Antonio, 2001).

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faozi
(2017), yang meneliti tentang “Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur
Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Ijarah”.
Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan ljaroh di
KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur dapat meringankan petani dalam
memperoleh modal untuk membeli bibit untuk bertani pada sawah milik mereka.
Dengan melakukan pengajuan pembiayaan ke KSPPS tersebut, serta dengan
kesepakatan antara anggota dan koperasi mengenai jatuh tempo pembayaran
pembiayaan yang dapat dilakukan secara musiman yakni ketika selesai panen, dapat
meringankan beban petani dalam mencari modal untuk bertani.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, produk pembiyaan ijarah dengan
pengembalian pascapanen terhadap petani di BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi Kantor Cabang Ngawi juga memberikan dampak positif terhadap meringankan
beban petani dalam memperoleh modal bertani. Menurut penuturan Bapak Nur Hasan
Faiz selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi pada 06 Oktober
2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas dasar kepedulian
kita sama petani mbak, kan mereka baru dapet penghasilan setelah panen jadi kita

target 4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tandur sampai
panen itu kan 4 bulan”
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Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Maryono selaku seorang
petani anggota BMT Maslahah Kantor Cabang Ngaw yang mengajukan pembiyaan
ijarah dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober pukul 10:00 mengatakan
bahwa :

“Kami ngangsurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak setiap bulan
seperti di bank bank. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi
seketika itu mbak”

Penerapan akad ijarah di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor
Cabang Ngawi dimulai dari prosedur pengajuan pembiyaan yang mana dalam
penerapan produk tersebut menggunakan akad ijarah. Berikut penjelasannya :
4.2.1.1 Tahap Pengajuan

Pada tahap pengajuan ini pihak BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
Kantor Cabang Ngawi akan melakukan wawancara terhadap anggota tentang
plafond pengajuan serta alasan mengajukan pembiyaan. Kemudian setelah selesai
melakukan wawancara, anggota harus melengkapi persyaratan administrasi seperti
mengisi formulir pengajuan pembiyaan, fotokopi identitas KTP/SIM/lainnya, kartu
keluarga, surat nikah serta beberapa persyaratan administrasi lainnya. Anggota
yang mengajukan setidaknya sudah memiliki usaha produktif maupun usaha tetap.

Bapak Nur Hasan Faiz sebagai kepala kantor cabang pada 6 Oktober 2020
pukul 13.00 mengatakan bahwa :

“Syarat sebelum mengajukan pembiyaan di BMT harus menjadi anggota
dulu mbak, maka kalo anggota belum memiliki rekening yang harus bikin dulu,
selanjutntya menyerahkan fotokopi identitas, fotokopi kartu keluarga, fotokopi
surat menikah apabila menikah dan juga sertifikat tanah/ lahan karena disini
kebanyakan yang mengajukan pembiyaan itu petani mbak, maka biasanya yang

dijadikan agunan ya sertifikat tanah/ lahan tapi tetap ada yang membawa BPKB
dan tetap kami terima”
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Adapun pernyataan lain dari Bapak Miftakhul Khoiri sebagai Remedial
Officer, pada 6 Oktober 2020 pukul 13.30 mengatakan bahwa :

“Syarat terkait pengajuan pembiyaan disini itu ada : KTP, KK, surat nikah
dan sertifikat tanah/lahan mbak ”

Pernyataan lain diungkapkan oleh bapak Zainal Musta’in selaku account
officer pada 06 Oktober 2020 pukul 13:45 mengatakan bahwa :

“Syarat pengajuan pembiyaan disini itu harus menyerahkan fotokopi KTP
suami dan KTP istri, KK, surat nikah untuk yang sudah menikah dan sertifikat
tanah/lahan mbak, dan setidaknya yang mengajukan ini sudah memiliki usaha
produktif mbak ya kalo orang disekitar sini aja paling punya garapan sawah
terkadang meskipun ia berdagang dipasar tapi pasti memiliki garapan sawah ”

Berdasarkan pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa syarat umum
yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiyaan adalah menyerahkan fotokopi
KTP suami/ istri/ wali, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah dan
juga sertifikat tanah/lahan atau BPKP kendaraan.

Mekanisme yang diterapkan oleh BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
Kantor Cabang Ngawi tentunya sesuai dengan standart operational procedure
(SOP) perusahaan. Adapun mekanisme pengajuan pembiyaan ijarah di BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi menurut wawancara
dengan Bapak Nur Hasan Faiz selaku Ketua Kantor Cabang pada 06 Oktober 2020
pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Pengajuan pembiyaan itu biasanya dengan 2 cara mbak. Ada yang
langsung datang ke kantor, ada yang kita mendatangi kesana, jadi jemput bola.
Tapi kalo disini lebih banyak nasabah yang datang kemari mbak, karena memang
target pasar yang dintentukan juga tak boleh jauh jauh dari kantor, semisal daerah

kawadungan, barat, dan geneng sini saja jadi dekat, karena kan ga mungkin
sampek karangjati sana, nanti kesulitan” .
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Kemudian wawancara dengan Bapak Maryono selaku petani yang
mengambil pembiyaan ijarah di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi KC Ngawi
pada 07 Oktober pukul 09:00 mengatakan bahwa :

“Saya jadi anggota di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor
Cabang Ngawi sudah 3 tahun ini mbak eka, saya senang menjadi anggota di BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi karena mengerti sekali kondisi petani yang
pendapatannya tidak setiap bulan ada., jadi sulit kalo semisal harus bayar
angsuran bulanan seperti di lembaga keuangan lain, disini bisa bayar setelah
panen tiba.”

Dari pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa mekanisme pengajuan
bahkan sampai pembayaran angsuran pun dirasa sangat mudah, karena sesuai

dengan keadaan petani yaitu dengan adanya pengembalian bayar pascapanen.

4.2.1.2 Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan

Dalam tahap ini pihak BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor
cabang Ngawi melakukan survei atas usaha produktif yang dijalankan atau
mendatangi rumah anggota untuk sekedar mengecek keadaan rumah, tanah,
mengecek apakah ada stok padi kering di dalam rumah. Dari kegiatan survei inilah
penentuan pembiyaan dapat diberikan atau tidak. Dari wawancara ini juga
disimpulkan bahwa pihak BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ketika memproses
anggota yang mengajukan pembiyaan ijarah terlebih dahulu menanyakan tentang
alasan pnggunaan dana yang telah diajukan. Biasanya anggota yang berprofesi
sebagai petani mengajukan pembiyaan untuk memperluas garapan sawahnya
dengan menyewa tahunan lahan orang lain yang tidak ditanami sehingga ketika mas

apanen tiba, hasil panen dapat bertambah dan penghasilan petani secara otomatis
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akan bertambah pula. Jadi pada kebanyakan kasus pihak BMT tidak pernah
memberikan pembiyaan full pada modal petani namun hanya sekian persennya saja.

Dalam kegiatan menyalurkan dana, BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
memiliki ketentuan tertentu untuk calon anggotanya. Kriteria ini diperlukan untuk
memilih dan memilah calon nasabah yang baik, yang sekiranya layak atau tidak.
Berdasarkan pemaparan Bapak Nur Hasan Faiz selaku Ketua Kantor Cabang pada
06 Oktober 2020 pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Saat ada nasabah atau calon nasabah yang mau mengajukan pembiyaan,
kami analisis terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 4C yang meliputi
character, capital, collateral, condition. Jadi, kami analisis terlebih dahulu mbak
terkait karakter mereka, pendapatannya gimana, ada riwayat pinjam meminjam
yang buruk atau tidak, kita lihat juga agunan yang diserahkan sehingga kami benar
benar tau kondisi anggota tersebut”

Pernyataan diatas dipertegas oleh bapak Miftakhul Khoiri selaku remedial
officer pada 06 Oktober 2020 pukul 15:30 mengatakan bahwa :

“Kriteria anggota yang menerima pembiyaan bisa dilihat dari beberapa
aspek, karakter, pendapatan, jaminan, sama berapa luas garapan sawahnya. Jadi
yang karakternya bagus, riwayat pinjaman atau kreditnya bagus dan memiliki
garapan sawah yang terus ditanami, itu yang akan kita mudahkan, apalagi kalo
memang sudah lama jadi anggota disini dan angsuran serta manajemen keuangan
pribadinya bagus maka akan mudah saja untuk pembiyaan selanjutnya”
4.2.1.3 Pelaporan Account Officer kepada Atasan

Pada tahap ini disebut juga dengan proses pencairan. Pihak BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi menerima dan memeriksa terlebih
dahulu terhadap berkas — berkas anggota dalam pengajuan pembiyaan ijarah.
Setelah memeriksa berkas tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT

Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi adalah penganalisaan

pembiyaan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan
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dicairkan oleh BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota yang
berkaitan. Berikut merupakan hal-hal yang dianalisis pada saat proses pengajuan
AO ke atasan:
1. Pihak BMT telah setuju memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai plafon
yang sudah diajukan.
2. Pihak nasabah telah setuju dan sanggup mengembalikan pembiayaan
sebagai berikut:
a. Sistem pengembalian sesuai angsuran
b. Sistem angsuran
¢. Jumlah angsuran
d. Tanggal jatuh tempo
e. Ketentuan angsuran atau pengembalian pembiayaan
3. Pihak nasabah setuju untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:
a. Biaya administrasi
b. Biaya materai
4. Pihak nasabah setuju untuk memberikan keuntungan kepada pihak BMT yang
berupa margin atau angsuran pokok sebesar estimasi margin keuntungan pada
lampiran angsuran yang perinciannya merupakan bagian tak terpisahkan dari
atau pembiayaan ini.
5. Kedua belah pihak setuju mengakhiri persetujuan ini, bila pihak nasabah telah
mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada

BMT.



77

6. Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan yang diberikan dan untuk
menunjukan kesunggguhan serta niat baik dari nasabah, maka nasabah sepakat

menyerahkan barang, surat berharga atau tanda kepercayaan lainnya

4.2.1.4 Pelaksanaan Pengakadan Akad ljaroh

Secara teori, rukun dari akad ljarah yang harus dipenuhi dalam transaksi
yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu musta jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan
mu jir/mua jir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan. 2) Objek akad,
yaitu ma jur (barang yang disewakan), dan ujroh (harga sewa). 3) Shighat, yaitu
ijab dan gabul (Sholihat, 2015).

Pelaksanaan akad ijarah ini dilaksanakan di kantor BMT Maslahah Kantor
Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi disaksikan oleh suami/istri/wali, dan
penandatanganan surat perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi. Setelah permohonan pembiyaan dapat diterima oleh pihak
AO (account officer) kemudian nasabah diharuskan untuk membuka Tabungan
Umum Syari’ah dengan saldo minimal Rp. 10.000,- sebagai persyaratan anggota
telah memiliki nomor rekening di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor
Cabang Ngawi akan memasukan data jaminan dan data pengajuan pembiyaan
ijarah.

Akad ijarah menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor
cabang pada 06 Oktober 2020 pada pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Jadi seperti ini mbak praktik akad ijarah di BMT Maslahah Kantor
Cabang Ngawi ini tidak sama dengan praktik dengan lembaga keuangan syariah

lainnya. Praktik akad ijarah di sini dilakukan setelah akad bai al wafa. Bai al wafa
itu akad jual beli dengan janji, bahwa barang yang dibeli oleh BMT Maslahah
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Kantor Cabang Ngawi akan dijual lagi kepada anggota. Tahapan pelaksanaan
akad ijarah pada BMT kami itu begini mbak eka, pertama anggota mengajukan
pembiyaan kepada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi, mereka akan datang
kemari lalu kami akan melayani anggota dengan membeli sertifikat tanah
sawahnya dengan akad bai al wafa. selanjutnya anggota menyerahkan sertifikat
tanah sawahnya dan berpindahlah hak milik dari anggota kepada kami dengan
dibeli senilai pengajuan pembiyaan oleh anggota, lalu kami bersepakat dengan
anggota perihal angsuran pokok dan angka waktu pembiyaan. Kami dan anggota
melakukan akad lagi yakni akad ijarah secara terpisah dan kami menyewakan
kepada anggota tanah/sawah yang sertifikatnya telah dibeli oleh pihak BMT. Terus
kami menetapkan ujrah atas sewa barang yang harus dibayaroleh anggota dalam
jangka waktu tertentu.”

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak Zainul Musta’in

selaku account officer pada 06 oktober 2020 pukul 13:30 WIB mengatakan bahwa

“Praktek ijarah BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ialah awalnya
sebagai pembeli atas sertifikat lahan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT
lalu pihak BMT akan membelinya dengan akad bai al wafa dan memberi dana atas
penyerahan sertifikat lahan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah dan
terjadilanh pemindahan kepemilikan lahan. Saat pemberian upah disertakan
perjanjian prosedur pengembalian kalo petani mbak ya pasti mereka ngambil
pembayaran pascapanen karena punya penghasilan setelah panen. Dalam hari
yang sama namun diberi jeda waktu diadakan akad ijarah kembali kepada nasabah
sebab yang memiliki profesionalitas dalam mengolah lahan adalah nasabah
tersebut sehingga status kepemilikan lahan dipegang oleh BMT namun pengolahan
lahan diserahkan kepada nasabah.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad
ijarah di .BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi dibarengi dengan akad ba’i al

wafa.

4.2.1.5 Penyerahan Dana Pembiayaan
Setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak proses selanjutnya yaitu
penandatanganan berkas pembiyaan lalu penyerahan dana pinjaman atas

pembiyaan kepada anggota.
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Berdasarkan pernyataan dari lbu Siti Asiyah selaku anggota yang
mengajukan pembiyaan untuk produktifitas sawah miliknya pada 07 Oktober 2020
pukul 09:00 WIB mengatakan bahwa :

“Penyerahan dana dari BMT ke saya itu tanda tangan dulu di kertas —
kertas terus saya ke teller dan dikasih uangnya mbak sama mas fauzan”

Dari pernyataan tersebut bahwa penyerahan pinjaman dilakukan setelah

penandatangan berkas lalu penyerahan dana pijaman oleh teller.

4.2.1.6 Pelaksanaan Pembayaran Angsuran

Terdapat 2 (dua) model pembayaran ijarah yang lazim digunakan di industri
keuangan syariah (Karim, 2006) : 1) Contigent to Performance: Pembayaran
tergantung pada kinerja objek sewa dan 2) Not Contigent to Performance:
Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Kepemilikan ujroh adalah
mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek
sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan penyerahan objek sewa dapat
mengikuti perkembangan masa (waktu per waktu) (Al- Zuhaili, 2004).

Tata cara angsuran oleh anggota dibayar setiap pascapanen yaitu setalah
masa panen tiba sekitar 4 bulan sekali karena massa penanaman padi sampai panen
kurang lebih 4 bulan. layaknya sebagaimana kesepakatan di awal anggota
membayar pokok dan ujrah yang telah di tentutkan setiap periode panen.

Menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada
06 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Semisal pembiyaan yang kami cairkan kepada anggota sebesar Rp.

3.000.000 dan di angsur dalam 10 kali bayar dengan sistem pascapanen jadi
perhitungan angsuran pokoknya adalah Rp. 3.0000.000 : 10 = Rp. 300.000 dengan
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perhitungan biaya ujrah Rp. 3.000.000 x 2,2 % = Rp. 66.000. maka angsuran bulan
pertama sebesar Rp. 366.000. Angsuran bulan kedua sebesar Rp. 360.000. besar
angsuran perbulan terus menurun tergantung dari sisa pokok dikalikan 2,2% =
ujrah. 2.2% adalah besaran berdasarkan kebijakan kepala cabang dengan melihat
persaingan disekitar, maka lain cabang dan kota lain pula kebijakannya.”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Soekardi selaku seorang
petani anggota BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor cabang Ngawi yang
mengajukan pembiyaan ijarah dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober
pukul 10:00 mengatakan bahwa :

“Membayar angsuran di BMT itu enak dan gampang, mbak. Bisa kita yang
kesana bisa pihak BMT yang kesini. Tergantung janjinya gimana. Jumlah angsuran
yang dibayar semakin lama semakin sedikit.Terus bayarnya setelah panen ndak
setiap bulan mengerti sekali kondisi petani semacam saya ini mbak, yang emang
punya penghasilan ya setelah panen”

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan besar
angsuran dihitung dengan cara jumlah pinjaman yang diberikan dibagi berapa kali
mengangsur ditambah dengan ujroh yang cara menghitungnya dengan jumlah

pinjaman yang diberikan dikali 2.2%. Selain itu disebutkan juga bahwa angsuran

atas pinjaman semakin bertambah bulan semakin berkurang.

Gambar 4.2
Mekanisme Akad ljarah BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi KC
Ngawi
Melengkapi Perjanjian dengan
persyaratan akad ijarah antara I:> Penyerahan dana
kedua belah pihak

{ i U

Pihak BMT Pelaporan AO pada Proses pengembalian
. dana dengan sistem
melakukan survei atasan
pascapanen

Sumber : Diolah Penulis (2020)
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4.2.2. Pengembalian Pascapanen

Pada umumnya setiap pembiyaan yang diterima anggota akan diangsur oleh
anggota setiap bulan. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan untuk
memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran pokok dengan rentang
waktu bulanan karena penghasilan utama baru akan didapat saat panen. Pada
tanaman padi dibutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan, sejak tanam hingga panen. Oleh
karena itu, petani membutuhkan sistem pengembalian pembiayaan yang sesuai
dengan kondisi petani. Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen
(yarnen) adalah pengembalian pembiayaan pada akhir periode pembiayaan atau
dalam hal ini setelah panen. Yarnen dapat menjadi alternatif pengembalian
pembiayaan pada akad ljaroh dengan pertimbangan bahwa petani baru memiliki
penghasilan setelah masa panen (Rodiana, 2014).

Namun pada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi memiliki sistem yang
berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsuran yang dibayar setiap 4 bulan
sekali atau dibayar setelah masa panen alasan BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi menerapkan sistem tersebut ialah untuk meringankan beban anggota yang
berprofesi sebagai petani yang penghasilannya baru akan didapat pada saat panen
tiba.

Menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada
06 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas dasar kepedulian
kita sama petani mbak, kan mereka baru dapet penghasilan setelah panen jadi kita

target 4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tandur sampai
panen itu kan 4 bulan”



82

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Maryono selaku seorang
petani anggota BMT Maslahah Kantor Cabang Ngaw yang mengajukan pembiyaan
ijarah dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober pukul 10:00 mengatakan
bahwa :

“Kami ngasurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak setiap bulan seperti
di bank bank. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu
mbak”

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa proses pembayaran

angsuran di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ialah 4 bulan sekali ketika panen

telah tiba bahkan setelah pane nada yang membayarnya cash.

4.2.3. Dampak Pembiayaan ljaroh Terhadap Permodalan Petani
Pelaksanaan pembiyaan ijarah dalam memberikan tambahan modal tani
kepada anggota BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi lebih
sering digunakan untuk pembiyaan tambahan modal usaha saja, seperti ketika
petani ingin menambah luas garapan sawahnya dengan menyewa sawah orang lain
maka Kketika itu petani membutuhkan tambahan modal dan dapat mengajukan
pembiyaa ke BMT Maslahah Kanntor Cabang Malang. Sehingga jarang BMT
Maslahah memberikan modal penuh 100% kepada anggota melainkan hanya
beberapa persennya saja. Dan dana yang telah diberikan bukan merupakan dana
untuk keperluan konsumsi sehari — hari melainkan merupakan dana produktif yang

tujuannya untuk memperlancar usaha dan menambah penghasilan.
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Dampak permodalan petani dengan adanya akad ijarah di BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua
kantor cabang pada 06 Oktober 2020 pada pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Ya dampaknya lumayan mbak, petani disini Alhamdulillah kepercayaanya
semakin bertambah terhadap kami, dulu awal — awal kantor kami berdiri sangat
sedikit yang mau ngambil pembiyaan sekarang Alhamdulillah, kami juga senang
ketika melihat angsuran mereka lancar dan tidak mengalami kesulitan bayar
bahkan beberapa petani malah menaruh tabungannya disini”

Gambar 4.3

Jumlah Petani Yang Menggunakan Pembiayaan Akad ljaroh
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Dan diperkuat dengan pernyataan oleh ibu Siti Asiyah selaku petani
sekaligus anggota di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi pada 07 Oktober 2020
Pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pembiyaan dari BMT ini mbak ya Alhamdulillah saya bisa
menambah garapan sawah saya karena punya nya kakak saya yang tidak sanggup
ia urus jadi disewakan ke saya, nah untuk biaya sewa tambahan itu saya dapatkan
dari BMT Maslahah mbak, setelah itu saya angsur setelah panen dan dengan hal
tersebut Alhamdulillah juga pengahasilan panen saya bertambah”™

Dan diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Soekardi selaku petani
sekaligus anggota di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi pada 07 Oktober 2020
Pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa :

“Alhamdulilah mbak dengan adanya pembiyaan dari BMT ini saya jadi
dapat tambahan modal, saya awalnya nanamnya padi mbak tapi karena beberapa
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tahun terakhir wilayah sawah saya diserang tikus dan beberapa tanaman padi saya
dirusak karena hal itu saya ingin beralih menanami sawah saya dengan bawang
merah, yak arena nanem bawang merah kan lebih banyak mbak modalnya
daripada padi makanya saya butuh dana tambahan dan saya mendapatkannya dari
BMT Maslahah sini dan dapat menanam lalu merawat sampai masa panen dan
membayar angsurannya setelah panen kalo hasil panennya lebih dan harganya
stabil malah bisa langsung saya bayar lunas mbak .

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dampak dari
pembiyaan ijarah dengan sistem pengembalian pascapanen ialah naiknya

pendapatan petani.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan akad ijarah di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ialah
dimulai dengan anggota terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang berupa
KTP suamif/istri, KK, surat nikah, sertifikat tanah/lahan dll. Kemudian pihak
BMT melakukan survei dengan kriteria tertentu untuk dilaporkan kepada
atasan, apabila layak maka akan dilakukan akad antara kedua belah pihak lalu
dana akan dicairkan. Kewajiban anggota setelah dana cair yaitu harus
membayar angsuran setiap setelah panen.

2. Pada umumnya setiap pembiyaan yang diterima anggota akan diangsur oleh
anggota setiap bulan. Namun pada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
memiliki sistem yang berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsuran
yang dibayar setiap 4 bulan sekali atau dibayar setelah masa panen. Dana
pembiyaan ijarah yang diberikan kepada petani bukan merupakan dana untuk
keperluan konsumsi sehari — hari melainkan merupakan dana produktif. Dari
pembiyaan tersebut dampak yang terjadi pada petani ialah bertambahnya usaha

tanam milik petani maka pendapatan pun ikut meningkat.
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5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal
yang menjadi saran dalam pembiyaan ijarah diantaranya :
1. Bagi BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi
Bagi BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi disarankan untuk pembiyaan
dengan akad ijarah yang disandingkan dengan akad bai al wafa di analisa lebih
dalam, karena sampai saat ini belum ada pengesahan dari DSN — MUI.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada penelitian ini, hanya memfokuskan pada sektor pembiayaan yang
menggunakan akad ljaroh pada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi,
sehingga masih belum membahas secara menyeluruh mengenai pembiyaan lain
yang juga berpengaruh pada perkembangan BMT Maslahah.
Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih
banyak mengenai produk pembiayaan yang lain yang berdampak pada

perkembangan BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi.
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KOPERASI

BMT-MASLAHAH
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** Hai orang-orang yang beriman, penuhiloh akod-okad (perjonjion) ity ..."
(Terjemahan QS : Al-Maidah 1)
‘memmm:wmmﬂmmdmmde kecuali dengan jakan

perniagaan yang beraku dengan suka soma suka diantaramu *
(Terjernahan QS : An-Nisa' 29)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN ILJAROH (MULTI JASA)
No. : 1193/78/MAS166/X12020

Dengan berfindung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari
RabuTanggal 11-11-2020 Tempat Kwad\ngan Oleh para Pihak sebagai berilai :

1. Nama : NUR HASAN FAIZ

2. Jabatan : KEPALA CABANG CABANG
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri Jatim Cabang Kwadungan yang
berkedudukan di Ds. Pojok Kec. Kwadungan - Ngawi Untuk selanjutnya disebut Pihak |

1. Nama s

2. Alamat

3. No KTP
mmahnmmmmmﬂbiunhmm etujuan dari istrif

1. Nama

2. Aamat

3. No.KTP
Ymmmwmmmmasmdhm yang untuk selanjutnya disebut Pihak Il
Kedua belah Pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan Pembiayaan ljaroh dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berilut :

Pasal 1
TRANSAKSI! LJAROH /\
1. Pihak| Menyetujui untuk menyediakan uang guna untuk UNTUK BIAYA PERSIAPAN BIAYA TANAM PADI
2. Pihak Il dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada Pihak | sebesar Rp. 30,000,000 ( TIGA PULUH

JUTA RUPIAH ). di tambah Ujroh sebesar Rp 5.280,000 ( LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH)

Pasal 2
JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA ’{\
1. Hutang tersebut akan dibayar nas oleh Pihak Il pada tanggal 11-11-2021, dengan pembayaran yang
dilakukan sebanyak 12 kali angss setiap by Rp. 660,000 Angsuran pertama dimulai tanggal 11-

12mmmmmnmammmm sehingga akan lunas pada tanggal 11-11-2021

2. Pihak Il wajib melaiukan pembayaran kembali kepada Pihak | secara angsuran dengan lertib dan leralur sesuai
jadwal angsuran, sebagaimana terlampir pada lampran

3. Pembayaran kembali / pelunasan hutang oleh Pihak Il kepada Pihak | dapat dilaksanakan melalui rekening Plhak Il
yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Il di Koperasi BMT-Maslahah, dan dengan inl Pihak Il memberi kuasa
kepada Pihak | untuk mendebet rekening Pihak Il guna pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya.

4. Pihak Il dmohonkan/dilwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 535.000,-
5. Dalam hal diperiukan jasajasa Notaris, Asuransi atau jasajasa lainnya sshubungan dengan pelaksanaan
wmumummnmwn..kl
6. Bila Pihak Il lalai b 1 kewajibannya sebagaimana yang yang telah disepakali, maka segala
mmmmwmmmn

7. mmmmmmmmm'mmlmmmm’
atau hari bukan hari kerja lainnya, maka p y dilakukan pada satu hari sebelum atau setelahnya




PASAL 6
PERISTIWA CIDERA JANJI
Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secar tersendini ateu secara bersama-sama disebut sebagal Peristiwa Cidera
Janji

1. Kelalalan Pihak Il untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepal pada waktunya, dalam hal lewat

walumsdatdahmunbuimbﬂdiwm Pihak Il telah melalakan kewajiban. Untuk hal ini Pihak Il dan Pihak
P enyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2 AmNhlcdwusmvapmwMunmmmmmuknmmﬂlmnwnmm*
benar, tidak tepal atau menyesatkan.

3. Apabila Pihak Il mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailt. Terhadapnya
dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada
suatu pemyataan pailit dan Pihak 1.

4, Nﬂihmmmlﬂ(HMIMIm,;_'bak bagi upun seluruhnya dilakukan sita
jaminan atau sita eksekus

5. wmmnmnumgdmhmahydeWMmmmmwm
Pihak | menjadi berkurang rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Pihak 1,

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak Il harus dibayarkan kepada Pihak |
secara seketika dan sekaligus dan thklch»dmuwnbﬂhﬂdmwnmdmmnp«lum
dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kemb Py yaan Pihak IL

Pasal 7
ADDENDUM
Kedua beiah Pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur dalam
addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampirandampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak
terpisahian dengan kesepakatan ini.

Pasal 8
DOMISILI HUKUM

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak
dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negen dimana Pihak Il berdomisili dengan
biaya Pengadilan ditanggung Pihak 1l (dua)

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak dlinginkan dikarenakan kesepakatan
ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalshan, maka para Pihak
setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak bisa mencapai mufakat, maka akan
diselesaikan melalui jalur huloum yang berlaku,

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di
atas

Me ~hak
TEH,:,EQJ gkt Pihak |
5A677Nﬂ~7ﬂdmm S
£900 4"
MULYAN)
\ Saksl-saks!
) N
(L0 G'LL"}
(WARSITI) (FAUZAN A A)

Catatan : setiap pasal harap ditanda tangan| atau di paraf oleh Pihak Il
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Pasal 3
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN
ﬁMIdmmMpﬁlMWmmmhdmkWWmmhmn Pasal Il
berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih lan ini

dari pada permohonan pembayaran kepada Pihak lain. o : )

Pasal 4
AGUNAN
Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan/Hutang Pihak Il kepada Pihak I, maka dengan ini n
menyerahkan untuk dijaminkan :

1. Segala harta kekayaan Pihak I, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang Pihak I

2. Pihak Il menyerahkan jaminan kepada Pihak | berupa :

Jenis . Sertifilkat Hak Milik

Pasal 5

SITAAGUNAN
1. Pihak | dapat + jual agunan Pihak Il sebagaimana diatur dalam pasal 4,8 Perjanjian

hmmeﬁmmm‘mmﬂllcﬁi’l_lm

a. Pihak Il tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang teah ditentukan, sebagaimana di atur pada
pasal 2 Perjanjian ini atau

b. Pembiayaan Pihak Il di Pihak | telah tertunggak selama 3 ( tiga ) bulan atau lebih atau

c. Pihak Il melalukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian ini dan/atau melanggar Syarat-
syarat Perjanjian pembiayaan

2. Jika dalam hasil penjualan/ielang ada kelebihan atau kekurangan, maka akan diperhitungkan dengan pembiay
Pihak Il

3. Sebelum perjanjian ini berakhir atau dinyatakan berakhir, maka Pihak W tidak diperbolehkan menjual atau
memindahtangankan barang jaminan tersebut di atas

4, Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan itu rusak hilang,atau diantara obyek jaminan tersebut
tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila dikemudian hari terfjadi sesuatu hal yang mengakibatian nilai ekonomis
jaminan tidak lagi mencukupi nilai piutang dan permohonan lainnya, maka Pihak Il dengan ini mengikatkan diri
mmmmwummm;nmmsmmmmyaumw

yang digantikan atau menambah jaminan serta disetujui Pihak

5. Pihak Il membebaskan dan melindungi Pihak | dari segala tuntutan dan atau gugatan darl Plhak ketiga dan atau
ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas.

6. Pihak | dapat mengalihkan kepada Pihak Il yang ditunjuk untuk mengeksekusi, menyita/menjual agunan Pihak Il
mﬁ«mmmmmmm Pihak I, dan Pihak Il menyatakan dengan
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Reduksi Data dengan Triangulasi

No.

Implementasi

Sumber

Reduksi Data

Jenis

pembiyaan

Informan 1

Yang paling banyak digunakan disini ya ijarah,
karena akad itu yang cocok untuk perekonomian
daerah sini, karena mengingat hampir 80%

masyarakat sini mata pencahariannya ialah petani

Informan 2

Akad yang paling banyak digunakan ya ijarah mbak
kalo disini

Informan 3

Disini yang sering dipakai itu itu murabahah dan
ijarah tapi kalo di itung lagi lebih banyak ijarah,
sebab seringnya kami anjurkan untuk ijarah mbak,
ijarah untuk petani kalo murabahah biasanya untuk

pedagang

Syarat

pembiyaan

Informan 1

Syarat sebelum mengajukan pembiyaan di BMT
harus menjadi anggota dulu mbak, maka kalo
anggota belum memiliki rekening yang harus bikin
dulu, selanjutntya menyerahkan fotokopi identitas,
fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat menikah
apabila menikah dan juga sertifikat tanah/ lahan
karena disini kebanyakan yang mengajukan
pembiyaan itu petani mbak, maka biasanya yang
dijadikan agunan ya sertifikat tanah/ lahan tapi tetap

ada yang membawa BPKB dan tetap kami terima

Informan 3

Syarat terkait pengajuan pembiyaan disini itu ada :
KTP, KK, surat nikah dan sertifikat tanah/lahan
mbak

Informan 2

Syarat pengajuan pembiyaan disini itu harus
menyerahkan fotokopi KTP suami dan KTP istri,
KK, surat nikah untuk yang sudah menikah dan

sertifikat tanah/lahan mbak, dan setidaknya yang
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mengajukan ini sudah memiliki usaha produktif
mbak ya kalo orang disekitar sini aja paling punya
garapan sawah terkadang meskipun ia berdagang

dipasar tapi pasti memiliki garapan sawah

Mekanisme

Pembiyaan

Informan 1

Pengajuan pembiyaan itu biasanya dengan 2 cara
mbak. Ada yang langsung datang ke kantor, ada yang
kita mendatangi kesana, jadi jemput bola. Tapi kalo
disini lebih banyak nasabah yang datang kemari
mbak, karena memang target pasar yang dintentukan
juga tak boleh jauh jauh dari kantor, semisal daerah
kawadungan, barat, dan geneng sini saja jadi dekat,
karena kan ga mungkin sampek karangjati sana, nanti

kesulitan

Informan 7

Saya jadi anggota di BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi Kantor Cabang Ngawi sudah 3 tahun ini mbak
eka, saya senang menjadi anggota di BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi karena mengerti sekali
kondisi petani yang pendapatannya tidak setiap bulan
ada., jadi sulit kalo semisal harus bayar angsuran
bulanan seperti di lembaga keuangan lain, disini bisa

bayar setelah panen tiba.

4

Kriteria
Nasabah

Informan 1

Saat ada nasabah atau calon nasabah yang mau
mengajukan pembiyaan, kami analisis terlebih
dahulu dengan menggunakan prinsip 4C yang
meliputi character, capital, collateral, condition. Jadi,
kami analisis terlebih dahulu mbak terkait karakter
mereka, pendapatannya gimana, ada riwayat pinjam
meminjam yang buruk atau tidak, kita lihat juga
agunan yang diserahkan sehingga kami benar benar

tau kondisi anggota tersebut




100

Informan 2

Kriteria anggota yang menerima pembiyaan bisa
dilihat dari beberapa aspek, karakter, pendapatan,
jaminan, sama berapa luas garapan sawahnya. Jadi
yang karakternya bagus, riwayat pinjaman atau
kreditnya bagus dan memiliki garapan sawah yang
terus ditanami, itu yang akan kita mudahkan, apalagi
kalo memang sudah lama jadi anggota disini dan
angsuran serta manajemen keuangan pribadinya
bagus maka akan mudah saja untuk pembiyaan

selanjutnya

5,

ljarah di BMT
Maslahah KC
Ngawi

Informan 1

Jadi seperti ini mbak praktik akad ijarah di BMT
Maslahah Kantor Cabang Ngawi ini tidak sama
dengan praktik dengan lembaga keuangan syariah
lainnya. Praktik akad ijarah di sini dilakukan setelah
akad bai al wafa. Bai al wafa itu akad jual beli dengan
janji, bahwa barang yang dibeli oleh BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi akan dijual lagi kepada
anggota. Tahapan pelaksanaan akad ijarah pada
BMT kami itu begini mbak eka, pertama anggota
mengajukan pembiyaan kepada BMT Maslahah
Kantor Cabang Ngawi, mereka akan datang kemari
lalu kami akan melayani anggota dengan membeli
sertifikat tanah sawahnya dengan akad bai al wafa.
selanjutnya anggota menyerahkan sertifikat tanah
sawahnya dan berpindahlah hak milik dari anggota
kepada kami dengan dibeli senilai pengajuan
pembiyaan oleh anggota, lalu kami bersepakat
dengan anggota perihal angsuran pokok dan angka
waktu pembiyaan. Kami dan anggota melakukan
akad lagi yakni akad ijarah secara terpisah dan kami

menyewakan kepada anggota tanah/sawah yang
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sertifikatnya telah dibeli oleh pihak BMT. Terus
kami menetapkan ujrah atas sewa barang yang harus

dibayaroleh anggota dalam jangka waktu tertentu.”

Informan 2

Praktek ijarah BMT Maslahah Kantor Cabang
Ngawi ialah awalnya sebagai pembeli atas sertifikat
lahan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT lalu
pihak BMT akan membelinya dengan akad bai al
wafa dan memberi dana atas penyerahan sertifikat
lahan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan
nasabah dan terjadilah pemindahan kepemilikan
lahan. Saat pemberian upah disertakan perjanjian
prosedur pengembalian kalo petani mbak ya pasti
mereka ngambil pembayaran pascapanen karena
punya penghasilan setelah panen. Dalam hari yang
sama namun diberi jeda waktu diadakan akad ijarah
kembali kepada nasabah sebab yang memiliki
profesionalitas dalam mengolah lahan adalah
nasabah tersebut sehingga status kepemilikan lahan
dipegang oleh BMT namun pengolahan lahan

diserahkan kepada nasabah.

6,

Pengembalian

pascapanen

Informan 1

Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas
dasar kepedulian kita sama petani mbak, kan mereka
baru dapet penghasilan setelah panen jadi Kita target
4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai

dari tandur sampai panen itu kan 4 bulan

Informan 5

Kami ngasurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak
setiap bulan seperti di bank bank. Bahkan kalo panen

kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu mbak
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Dampak
permodalan

terhadap petani

Informan 1

Ya dampaknya Ilumayan mbak, petani disini
Alhamdulillah kepercayaanya semakin bertambah
terhadap kami, dulu awal — awal kantor kami berdiri
sangat sedikit yang mau ngambil pembiyaan
sekarang Alhamdulillah, kami juga senang ketika
melihat angsuran mereka lancar dan tidak mengalami
kesulitan bayar bahkan beberapa petani malah

menaruh tabungannya disini

Informan 4

Dengan adanya pembiyaan dari BMT ini mbak ya
Alhamdulillah saya bisa menambah garapan sawah
saya karena punya nya kakak saya yang tidak
sanggup ia urus jadi disewakan ke saya, nah untuk
biaya sewa tambahan itu saya dapatkan dari BMT
Maslahah mbak, setelah itu saya angsur setelah
panen dan dengan hal tersebut Alhamdulillah juga

pengahasilan panen saya bertambah

Informan 6

alhamdulilah mbak dengan adanya pembiyaan dari
BMT ini saya jadi dapat tambahan modal, saya
awalnya nanamnya padi mbak tapi karena beberapa
tahun terakhir wilayah sawah saya diserang tikus dan
beberapa tanaman padi saya dirusak karena hal itu
saya ingin beralih menanami sawah saya dengan
bawang merah, yak arena nanem bawang merah kan
lebih banyak mbak modalnya daripada paddi
makanya saya butuh dana tambahan dan saya
mendapatkannya dari BMT Maslahah sini dan dapat
menanam lalu merawat samapi masa panen dan
membayar angsurannya setelah panen kalo hasil
panennya lebih dan harganya stabil malah bisa

langsung saya bayar cash mbak..

Sumber : Diolah penulis (2020)




Keterangan :

Informan 1 :
Informan 2 :
Informan 3 :
Informan 4 :
Informan 5 :

Informan 6 :
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